PENGAYOMAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala BPSDM

Hukum Kementerian Hukum, saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan
proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Konteks, Penilaian
Risiko, Perlakuan Risiko, serta Pemantauan dan reviu;

2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh
koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait Penerapan
Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum; dan

3. Rencana Perlakuan Risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan
dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin,

untuk meningkatkan efektifitas Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan

pemantauan secara berkala (per triwulan) dengan melibatkan seluruh jajaran

dalam unit organisasi yang saya pimpin.

WEPALD pkan di Depok
andeal, 13 Maret 2026



Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan:

Langkah 1: Penetapan Tujuan

2026

Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Hukum

No

Strategi/ Program/ Kegiatan

Sasaran
Strategis/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Kode

Potensi Risiko

1

2

3

4

6

Konteks MR: Standar Kinerja

1

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Kompetensi SDM
Bidang Hukum

Rata-Rata Penurunan
Indeks Kesenjangan
Kompetensi SDM Bidang
Hukum

Kurangnya perencanaan
Pelatihan Bidang Hukum
yang efektif

Ketidak sesuaian antara
jenis pelatihan dengan
pekerjaan dan tugas sehari-
hari peserta pelatihan

Keterbatasan jenis pelatihan
teknis SDM Bidang Hukum

Belum terpetakannya Gap
Kompetensi teknis SDM
Bidang Hukum

Keterbatasan jumlah peserta
dalam mengikuti
pengembangan kompetensi
di BPSDM Hukum,
khususnya JFT Bidang
Hukum yang pembinaannya
berada di bawah Kemenkum

Masih rendahnya kualitas
tenaga pengaijar/
Widyaiswara

Kurikulum pelatihan yang
kurang implementatif dengan
isu bidang hukum terkini

Keterlambatan administrasi
dan pelaksanaan kegiatan




kerjasama pengembangan
kompetensi

Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat
Layanan Pengembangan Kompetensi
SDM Bidang Hukum

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Layanan
Pengembangan
Kompetensi SDM Bidang
Hukum

Ketidaksesuaian persyaratan
layanan pengembangan
kompetensi bidang Hukum

10

Ketidakjelasan alur dan
waktu pelayanan
pengembangan kompetensi
bidang Hukum

11

Kurangnya kualitas layanan
yang diterima

12

Kurangnya kompetensi
petugas pengembanga
kompetensi bidang hukum

13

Kurangnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pengembangan
kompetensi bidang hukum

14

layanan pengaduan, saran
dan masukan yang kurang
responsif

Meningkatnya Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi General
Kementerian Hukum

Indeks Reformasi
Birokrasi General
Kementerian Hukum

15

Ketidaklengkapan Dokumen
data dukung RKT RB

16

Ketidaksesuaian data
dukung dengan TND
Kementerian Hukum

17

Kurangnya monitoring dan
evaluasi kegiatan RB secara
berkala

18

Koordinasi antar unit kerja
kurang efektif

19

Ketidak sesuaian
penempatan SDM pada
Pokja RB

20

Keterlambatan penyusunan
dan pengunggahan eviden
RB sesuai jadwal

Konteks MR : Risiko Fraud

2

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Kompetensi SDM
Bidang Hukum

Rata-Rata Penurunan
Indeks Kesenjangan

21

Peserta yang mengikuti
pengembangan kompetensi
teknis bidang hukum tidak




Kompetensi SDM Bidang
Hukum

sesuai dengan kriteria/
persyaratan peserta
pelatihan dimaksud

Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Layanan

Ketidak sesuaian tarif yang

Layanan Pengembangan Kompetensi Pengembangan 22 | telah ditetapkan dengan
SDM Bidang Hukum Kompetensi SDM Bidang biaya yang dibayarkan
Hukum
23 rekayasa data dan Dokumen
data dukung RB
Pelaporan kegiatan RB yang
Meningkatnya Pelaksanaan Indeks Reformasi 24 tidak dilaksanakan
g . . . sepenuhnya hanya untuk
Reformasi Birokrasi General Birokrasi General
. ; pemenuhan data dukung
Kementerian Hukum Kementerian Hukum . .
Konflik kepentingan dalam
o5 penunjukan pelaksana atau
pihak pendukung kegiatan
RB
Konteks MR : Risiko Keuangan
Rata-Rata Penurunan Adanya efisiensi anggaran
. Meningkatnya Kompetensi SDM Indeks Kesenjangan y 99 .
3 | Program Dukungan Manajemen | . . . 26 | pengembangan kompetensi
Bidang Hukum Kompetensi SDM Bidang .
Bidang Hukum
Hukum
Indeks Kepuasan
Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Masyarakat (IKM) Efisiensi anggaran layanan
. | terhadap Layanan sarana dan prasarana
Layanan Pengembangan Kompetensi P b 27 b K .
SDM Bidang Hukum engembangan pengembangan ompetensi
Kompetensi SDM Bidang bidang hukum
Hukum
Meningkatnya Pelaksanaan Indeks Reformasi Efisiensi anggaran
Reformasi Birokrasi General Birokrasi General 28 | pelaksanaan kegiatan RB di
Kementerian Hukum Kementerian Hukum BPSDM Hukum
CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)
Indeks Kepuasan
Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat t'\gfsgg;akf;(ﬁ\g% Ketidak sesuaian tarif yang
1 Program Dukungan Manajemen | Layanan Pengembangan Kompetensi pLay 22 telah ditetapkan dengan

SDM Bidang Hukum

Pengembangan
Kompetensi SDM Bidang
Hukum

biaya yang dibayarkan




Meningkatnya Pelaksanaan

Indeks Reformasi

rekayasa data dan Dokumen

Reformasi Birokrasi General Birokrasi General 23 data dukuna RB
Kementerian Hukum Kementerian Hukum 9
Langkah 2: Identifikasi Risiko
Unit Pemilik Risiko: Badan _Pengembagan Sumber Daya
Manusia Hukum
Periode Penerapan: 2026
Sasaran . . - Potensi Sumber
N . Indikator Kod R Kategori Pemilik Ko
o Strategls{ProgramIK Kinerja e Potensi Risiko Risiko Risiko de Pen.yo.abab (Internal/Ekster
egiatan Risiko nal)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Konteks MR: Standar Kinerja
1 | Meningkatnya Rata-Rata Kurangnya Koordinasi antar
Kompetensi SDM Penurunan perencanaan satuan kerja
Bidang Hukum Indeks Pelatihan Bidang Risiko Kepala terkait
Kesenjangan 1 Hukum yang Oberasional BPSDM 1.1 | perencanaan Internal
Kompetensi efektif P Hukum pelatihan Bidang
SDM Bidang Hukum belum
Hukum optimal
Ketidak sesuaian Penentuan
antara jenis peserta
pelatihan dengan . Kepala pelatihan Bidang
2 | pekerjaandan | NISIKO BPSDM | 2.1 | Hukumyang | mternal dam
X .| Operasional . ; Eksternal
tugas sehari-hari Hukum tidak sesuai
peserta pelatihan kriteria jenis
pelatihan
Keterbatasan Keterbatasan
{:Eﬁspglgwan Risiko Kepala ;a)ggg::sgangan
3 . . BPSDM 3.1 Internal
Bidang Hukum Operasional Hukum dan

penyelenggaraa
n pelatihan




teknis bidang
hukum

Belum Data profil
terpetakannya Risiko Kepala kompetensi
Gap Kompetensi Oberasional BPSDM 4.1 | SDM Bidang Internal
teknis SDM P Hukum Hukum belum
Bidang Hukum mutakhir.
Keterbatasan Keterbatasan
jumlah peserta anggaran
dalam mengikuti pengembangan
pengembangan 5.1 | kompetensi Internal
kompetensi di Kepala untuk pelatihan
BPSDM Hukum, | Risiko P JFT Bidang
, BPSDM
khususnya JFT Operasional Hukum Hukum.
Bidang Hukum Kapasitas kelas
yang pelatihan yang
pembinaannya 5.2 | terbatas, baik Internal
berada di bawah secara luring
Kemenkum maupun daring.
Minimnya
pemutakhiran
6.1 | pengetahuan Internal
terhadap Isu
terkini
Masih rendahnya Kepala Metode
kualitas tenaga Risiko P pembelajaran
) , BPSDM :
pengajar/ Operasional masih
Lo Hukum .
Widyaiswara konvensional
6.2 | dan belum Internal
memanfaatkan
teknologi
pembelajaran
secara optimal
: Keterlibatan
Kurikulum o
) praktisi dan
pelatihan yang Risiko Kepala emanaku
kurang , BPSDM 71 |P 9 Internal
. . Operasional kepentingan
implementatif Hukum .
d : bidang hukum
engan isu

masih terbatas




bidang hukum
terkini

dalam
penyusunan
kurikulum.

Kurikulum lebih
bersifat teoritis

7.2 dibandingkan Internal
aplikatif.
Keterlambatan
administrasi dan
pelaksanaan Risiko Kepala Keterbatasan
8 | kegiatan o : BPSDM 8.1 | SDM pengelola | Internal
d perasional .
kerjasama Hukum kerja sama.
pengembangan
kompetensi
Meningkatnya Indeks Ketidaksesuaian Verifikasi dan
Kepuasan dan Kepuasan persyaratan Kepala validasi
Manfaat Layanan Masyarakat 9 layanan Risiko BPSDM 9.1 persyaratan Internal
Pengembangan (IKM) terhadap pengembangan Operasional H ' peserta belum
. . ukum .
Kompetensi SDM Layanan kompetensi dilakukan secara
Bidang Hukum Pengembangan bidang Hukum ketat.
Kompetensi Ketidakjelasan Perubahan
SDM Bidang alur dan waktu kebijakan atau
Hukum pelayanan Risiko Kepala 10 mekanisme
10 | pengembangan Operasional BPSDM 1 " | layanan tidak Internal
kompetensi Hukum diikuti dengan
bidang Hukum pembaruan alur
pelayanan.
Pemanfaatan
11 teknologi
1 " | informasi dalam | Internal
Kurangnya Risik Kepala Ic?ﬂ?r:’g? belum
11 | kualitas layanan O'S' o /| BPSDM sp Ima. J
yang diterima perasiona Hukum arana dan
11, | prasarana
> pendukung Internal

layanan belum
memadai.




Kurangnya Minimnya
kompetensi pengalaman
petugas Risiko Kepala 12 teknis petugas

12 | pengembanga o ional BPSDM 1 " | dalam Internal
kompetensi perasiona Hukum pengelolaan
bidang hukum pelatihan Bidang

Hukum.
Kondisi sarana
13 dan prasarana
Kurangnya 1 " | yang ada sudah | Internal
kualitas dan tidak memadai
kuantitas sarana Risiko Kepala atau usang.

13 | dan prasarana Operasional BPSDM Pemeliharaan
pengembangan Hukum dan perawatan
kompetensi 13. | sarana Internal
bidang hukum 2 | prasarana belum

dilakukan secara

rutin.

Pengaduan,

saran, dan

masukan

14. | peserta
. Internal
1 pelatihan yang

layanan tidak ditangani
pengaduan, Risiko Kepala sesuai standar

14 | saran dan Operasional BPSDM waktu layanan
masukan yang Hukum Keterbatasan
kurang responsif Jumlah dan

14 kompetensi
2' SDM yang Internal
menangani
layanan
pengaduan.
Meningkatnya Indeks Ketidaklengkapa Monitoring dan
Pelaksanaan Reformasi n Dokumen data Risiko Kepala 15 evaluasi
Reformasi Birokrasi Birokrasi 15 | dukung RKT RB o . BPSDM " | pemenuhan data | Internal
. perasional 1
General Kementerian | General Hukum dukung belum

Hukum

berjalan optimal




Kementerian
Hukum

Ketidaksesuaian
data dukung
dengan TND

Kepala

Pemahaman unit
kerja terhadap
ketentuan dan

16 | Kementerian Risiko . BPSDM 16. standar TND Internal
Operasional 1 .
Hukum Hukum Kementerian
Hukum masih
terbatas.
Kurangnya Koordinasi antar
monitoring dan Kepala unit pengampu
evaluasi kegiatan | Risiko P 17. | RB dalam
17 , BPSDM Internal
RB secara Operasional 1 pelaksanaan
Hukum
berkala monev belum
optimal
Ketidak sesuaian Penempatan
penempatan Kepala anggota Pokja
SDM pada Pokja | Risiko b 18. | RB belum
18 : BPSDM . Internal
RB Operasional 1 berbasis
Hukum .
kompetensi dan
keahlian.
Keterlambatan Penempatan
penyusunan dan Kepala SDM pada Pokja
pengunggahan Risiko P 19. | dalam tim RB
19 . . , BPSDM . ) Internal
eviden RB sesuai | Operasional 1 | tidak sesuai
. Hukum
jadwal dengan
tupoksinya
Konteks MR : Risiko Fraud
2 Penetapan
Peserta yang peserta lebih
mengikuti 20 didasarkan pada
Rata-Rata pengembangan 1 " | pertimbangan Internal
Penurunan kompetensi administratif dari
Meningkatnya Indeks teknis bidang Risiko Kepala pada kebutuhan
Kompetensi SDM Kesenjangan 20 | hukum tidak Fraud BPSDM kompetensi.
Bidang Hukum Kompetensi sesuai dengan Hukum Koordinasi
SDM Bidang kriteria/ antara unit
Hukum persyaratan 20. | pengusul dan
: Internal
peserta pelatihan 2 | penyelenggara
dimaksud pelatihan kurang

efektif.




Meningkatnya Indeks
Perubahan
Kepuasan dan Kepuasan .
. . kebijakan atau
Manfaat Layanan Masyarakat Ketidak sesuaian .
P . regulasi tarif
engembangan (IKM) terhadap tarif yang telah Risiko Kepala 21 | belum segera
Kompetensi SDM Layanan 21 | ditetapkan BPSDM ' . °9 Internal
. . Fraud 1 disesuaikan
Bidang Hukum Pengembangan dengan biaya Hukum .
. . dalam sistem
Kompetensi yang dibayarkan d
: an
SDM Bidang elaksanaan
Hukum P '
Meningkatnya Indeks Pengawasan
Pelaksanaan Reformasi dan
Reformasi Birokrasi Birokrasi rekayasa data Risiko Kepala 29 pengendalian
General Kementerian | General 22 | dan Dokumen Fraud BPSDM 1 " | internal terhadap | Internal
Hukum Kementerian data dukung RB Hukum data dan
Hukum dokumen RB
belum optimal.
Pelaporan
kegiatan RB Fokus pada
. kelengkapan
ﬁiallggsgcrlg:(an Risiko Kepala 23 dokumen
23 BPSDM " | dibandingkan Internal
sepenuhnya Fraud 1 .
Hukum kualitas
hanya untuk
pelaksanaan
pemenuhan data !
dukung kegiatan.
Konflik =
: roses
kepentingan ;
penunjukan
dalam Risiko Kepala 24. | pelaksana atau
24 | penunjukan BPSDM ' Internal
Fraud 1 pendukung
pelaksana atau Hukum .

. kegiatan RB
pihak pendukung tidak transparan
kegiatan RB P '

Konteks MR : Risiko Keuangan
3 | Meningkatnya Rata-Rata Adanya efisiensi Kebijakan
Kompetensi SDM Penurunan anggaran nasional/organis
Bidang Hukum Indeks pengembangan Kepala asi terkait
Kesenjangan o5 kompetensi Risiko BP%DM 25. | penghematan Eksternal
Kompetensi Bidang Hukum Keuangan Hukum 1 | dan refocusing
SDM Bidang anggaran untuk
Hukum program prioritas

lainnya




Meningkatnya Indeks Efisiensi
Kepuasan dan Kepuasan anggaran Kebijakan
Manfaat Layanan Masyarakat layanan sarana L
efisiensi dan
Pengembangan (IKM) terhadap dan prasarana Risiko Kepala 26. | refocusin
Kompetensi SDM Layanan 26 | pengembangan BPSDM ' 9 Eksternal
. , Keuangan 1 | anggaran
Bidang Hukum Pengembangan kompetensi Hukum .
) ) pemerintah/orga
Kompetensi bidang hukum nisasi
SDM Bidang '
Hukum
Meningkatnya Indeks Efisiensi Kebijakan
Pelaksanaan Reformasi anggaran Kepala efisiensi dan
Reformasi Birokrasi Birokrasi pelaksanaan Risiko P 27. | refocusing
; 27 : . BPSDM Eksternal
General Kementerian | General kegiatan RB di Keuangan Hukum 1 | anggaran
Hukum Kementerian BPSDM Hukum pemerintah/orga
Hukum nisasi.
CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)
Meningkatnya Indeks
Kepuasan dan Kepuasan Pengawasan
Manfaat Layanan Masyarakat Ketidak sesuaian dan
Pengembangan (IKM) terhadap tarif yang telah Risiko Kepala 29 pengendalian
Kompetensi SDM Layanan 22 ditetapkan Fraud BPSDM 1 " | internal terhadap | Internal
Bidang Hukum Pengembangan dengan biaya Hukum data dan
Kompetensi yang dibayarkan dokumen RB
1 SDM Bidang belum optimal.
Hukum
Meningkatnya Indeks Fokus pada
Pelaksanaan Reformasi kelengkapan
Reformasi Birokrasi Birokrasi rekayasa data Risiko Kepala 23 dokumen
General Kementerian | General 23 dan Dokumen Fraud BPSDM 1 " | dibandingkan Internal
Hukum Kementerian data dukung RB Hukum kualitas
Hukum pelaksanaan
kegiatan.




Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan:

Langkah 3: Analisis Risiko

Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia

Hukum
2026

Kemungkinan terjadinya Dampak risiko Ting
Kod Potensi Key Risk Indikator (KRI) / Toleransi risiko P kat Profil
e Penyebab Risiko Indikator Risiko Utama Risiko . i . ... | Risi Risiko
Uraian Nilai Uraian | Nilai ko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konteks MR: Standar Kinerja
Koordinasi antar
satuan kerja terkait | Persentase satuan kerja yang
11 pererlwcanaa.m tidak t.erllb.at dalam rapat 20% Kadang terjadi 3 Moderat 3 14 Risiko
pelatihan Bidang koordinasi perencanaan Sedang
Hukum belum pelatihan
optimal
Penentuan peserta
pelatihan Bidang Persentase peserta pelatihan
2.1 | Hukum yang tidak | bidang hukum yang tidak sesuai 5% Jarang terjadi 2 Minor 2
sesuai kriteria jenis | dengan kriteria jenis pelatihan
pelatihan
Keterbatasan
anggaran
persentase anggaran
pengembangan engembangan dan Risiko
31 | dan peng g . 50% Kadang terjadi 3 |Moderat| 3 | 14
penyelenggaraan pelatihan sedang
penyelenggaraan .
. . teknis bidang hukum
pelatihan teknis
bidang hukum
41 Data profil Persentase profil kompetensi 10% Kadang terjadi 3 Moderat 3 14 Risiko

kompetensi SDM

SDM yang belum mutakhir

Sedang




Bidang Hukum
belum mutakhir.

Keterbatasan

anggaran persentase anggaran

pengembangan pengembangan kompetensi - Risiko
51 kompetensi untuk | untuk pelatihan JFT bidang 50% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

pelatihan JFT hukum

Bidang Hukum.

Kapasitas kelas

pelatihan yang persentase sarana kelas
5.2 | terbatas, baik pelatihan yang tidak sesuai 10% Jarang terjadi Minor

secara luring standar pelatihan

maupun daring.

Minimnya

pemutakhiran Persentase widyaiswara yang - Risiko
6.1 pengetahuan tidak update informasi isu terkini 10% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

terhadap Isu terkini

Metode

pembelajaran

masih

konvensional dan Persentase widyaiswara yang Risiko
6.2 | belum tidak memanfaatkan teknologi 10% Kadang terjadi Moderat 14

. Sedang

memanfaatkan dalam pembelajaran

teknologi

pembelajaran

secara optimal

Keterlibatan

praktisi dan

E:;l?:ignl;:n Persentase kurikulum yang tidak
71 melibatkan praktisi dan 10% Jarang terjadi Moderat

bidang hukum
masih terbatas
dalam penyusunan
kurikulum.

pemangku kepentingan




Kurikulum lebih

bersifat teoritis Persentase kurikulum yang tidak 0 - Risiko
7.2 dibandingkan aplikatif 15% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

aplikatif.

Keterbatasan SDM | Persentase SDM pengelola kerja Risiko
8.1 | pengelola kerja sama yang tidak memiliki 30% Kadang terjadi Moderat 14 Sedan

sama. kompetensi 9

Verifikasi dan

lidasi

VZrI:a:;atan Persentase peserta yang tidak
9.1 Eeseyrta belum sesuai dengan persyaratan 5% Jarang terjadi Minor

dilakukan secara pelatihan

ketat.

Perubahan

kebijakan atau

mekanisme persentase mekanisme layanan Risiko

. o -

10.1 I;?:ir:?get:;zi yang tidak update 10% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

pembaruan alur

pelayanan.

Pemanfaatan .

teknologi informasi persentase layanan yang tidak Risiko
11.1 dalam Ig anan memanfaatkan teknologi 15% Kadang terjadi Moderat 14 Sedan

belum ogtimal informasi °

Sarana dan

prasarana Persentase layanan sarana dan
11.2 | pendukung y . . 10% Sering terjadi Moderat

layanan belum prasarana yang tidak memadai

memadai.

Minimnya

[ kni

p:tnugaazrgzlr;:ﬁ nis Persentase petugas teknis yang Tidak Risiko
12.1 pen gelolaan tidak berpengalaman mengelola 10% Jarang terjadi Signifik 2 Sangat

pend pelatihan bidang hukum an Rendah

pelatihan Bidang
Hukum.




Kondisi sarana dan
prasarana yang

Persentase layanan sarana dan

13.1 | ada sudah tidak ) . 10% Sering terjadi Moderat
. prasarana yang tidak memadai
memadai atau
usang.
Pemeliharaan dan
perawatan sarana
13.2 | prasarana belum 10% Sering terjadi Moderat
dilakukan secara Persentase sarana prasarana
rutin. dalam kondisi kurang baik/rusak
Pengaduan, saran,
dan masukan
peserta pelatihan Persentase
14.1 | yang tidak pengaduan/saran/masukan 10% Jarang terjadi Minor
ditangani sesuai peserta pelatihan yang tidak
standar waktu ditindaklanjuti sesuai standar
layanan waktu layanan
Keterbatasan
Jumlah dan
14.2 kompetensi SDM Persentase SDM pengelola 10% Jarang lerjadi Minor
yang menangani layanan pengaduan yang belum
layanan memiliki pelatihan/sertifikasi
pengaduan. layanan pengaduan
Zﬂvzr:jzging dan Persentase temuan
15.1 | pemenuhan data ;eé?i%eggl;zpsaanatdata dukung 15% Sering terjadi Moderat
dukung belum . . .
. . reviu/evaluasi akhir
berjalan optimal
Pemahaman unit
kerja terhadap
ketentuan dan Persentase pegawai yang tidak
16.1 | standar TND memahami standar TND 20% Sering terjadi Moderat
Kementerian

Hukum masih
terbatas.




Koordinasi antar
unit pengampu RB

Persentase koordinasi antar unit

17.1 dalam kerja pengampu RB yang tidak 15% Hampllr p'astl Signifik
pelaksanaan optimal terjadi an
monev belum P
optimal
Penempatan
anggota Pokja RB | Persentase Penempatan

18.1 | belum berbasis anggota pokja RB yang tidak 15% Sering terjadi Moderat
kompetensi dan berbasis kompetensi
keahlian.

Penempatan SDM
ada Pokia dalam Persentase penempatan
19.1 Em RB tidJak sesuai anggota pokja RB tidak sesuai 15% Sering terjadi Moderat
. tupoksi
dengan tupoksinya

Konteks MR: Fraud
Penetapan peserta
lebih didasarkan
pada Persentase penetapan peserta

20.1 | pertimbangan pelatihan tidak sesuai dengan 0% Jarang terjadi Minor
administratif dari kebutuhan
pada kebutuhan
kompetensi.

Koordinasi antara
unit pengusul dan N
20.2 | penyelenggara Pe.rsentase koordlna.3| dengan. 0% Jarang terjadi Minor
. unit pengusul yang tidak efektif
pelatihan kurang
efektif.
Perubahan
kebuakgn a.tau Persentase regulasi dan tarif
regulasi tarif belum . . -
yang tidak sesuai dengan Hampir tidak .

21.1 | segera 0% Minor

perubahan kebijakan atau terjadi

disesuaikan dalam
sistem dan
pelaksanaan.

regulasi




Pengawasan dan
pengendalian

Persentase pengawasan dan

22.1 | internal terhadap pengendalian internal data dan 0% Kadang terjadi Moderat
data dan dokumen | dokumen RB yang tidak optimal
RB belum optimal.
Fokus pada
kelengkapan Persentase kelengkapan
dokumen dokumen yang tidak sesuai
23.1 | dibandingkan . 0% Jarang terjadi Minor
kualitas dengan kualitas pelaksanaan
kegiatan
pelaksanaan
kegiatan.
Proses penunjukan
pelaksana atau Persentase penunjukan
241 | pendukung pelaksana kegiatan RB yang 0% Jarang terjadi Moderat
kegiatan RB tidak | tidak transparan
transparan.
Konteks MR: Keuangan
Kebijakan
nasional/organisasi
terkait
25 1 penghematan dan | Persentase efisie.ns? angg.aran 359 Sering terjad Moderat
refocusing untuk program prioritas lainya
anggaran untuk
program prioritas
lainnya
Kebijakan efisiensi
dan refocusing Persentase efisiensi anggaran
26.1 | anggaran untuk sarana dan prasarana 50% Sering terjadi Moderat
pemerintah/organis | pelatihan
asi.
Kebijakan efisiensi
dan refocusing Persentase efisiensi anggaran
27.1 | anggaran 35% Sering terjadi Moderat

pemerintah/organis
asi.

untuk kegiatan RB

14

Risiko
Sedang




CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

Pengawasan dan
pengendalian Persentase pengawasan dan
22.1 | internal terhadap pengendalian internal data dan 0% Kadang terjadi 3 Moderat 3 14
data dan dokumen | dokumen RB yang tidak optimal
RB belum optimal.

Risiko
Sedang

Fokus pada
kelengkapan Persentase kelengkapan
dokumen dokumen yang tidak sesuai
23.1 | dibandingkan yang 0% Jarang terjadi 2 Minor | 2
. dengan kualitas pelaksanaan
kualitas .
kegiatan
pelaksanaan
kegiatan.
Langkah 4: Evaluasi Risiko
Unit Pemilik Risiko: Badan.Pengembagan Sumber Daya
Manusia Hukum
Periode Penerapan: 2026
. Priori
Sasaran Indikator | Kod | - otensi Tingkatdan | tas | KRI/Indikator | o2
No Strategis/Program/ . Penyebab SN . . .. nsi
. Kinerja e . Profil Risiko Risik Utama Risiko . .
Kegiatan Risiko o Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konteks MR:
Standar Kinerja
1 Rata-Rata Koordinasi antar
, . Persentase satuan
Meningkatnya Penurunan satuan kerja keria vang tidak
Kompetensi SDM | Indeks 1.1 | terkait 14 13 Ja yang 20%
. . terlibat dalam
Bidang Hukum Kesenjangan perencanaan o
. . rapat koordinasi
Kompetensi pelatihan




SDM Bidang
Hukum

Bidang Hukum perencanaan
belum optimal pelatihan
Penentuan
peserta Persentase
pelatihan peserta pelatihan
2.1 | Bidang Hukum g5 | Didang hukum = 5o
yang tidak yang tidak sesuai
o dengan kriteria
sesuai kriteria L latih
jenis pelatihan Jenis pefatihan
Keterbatasan t
anggaran persentase
anggaran
pengembangan pengembangan
dan
3.1 penyelenggaraa 14 14 dan 50%
N peylatihe?ng penyelenggaraan
C pelatihan teknis
teknis bidang bidana hukum
hukum 9
Data profil
kompZtensi Persentase profil
4.1 | SDM Bidang 14 15 | kompetensiSDM |4,
Hukum belum yang belum
. takhir
mutakhir. mu
Keterbatasan ¢
anggaran persentase
anggaran
pengembangan engembanaan
5.1 | kompetensi 14 16 Eomg etensi?mtuk 50%
untuk pelatihan pelaft)ihan JET
JFT Bidang )
Hukum. bidang hukum
Kapasitas kelas
peIZtihan an persentase sarana
y . 9 kelas pelatihan
5.2 | terbatas, baik 26 10%

secara luring
maupun daring.

yang tidak sesuai
standar pelatihan




Minimnya Persentase
pemutakhiran widyaiswara yang
6.1 | pengetahuan 14 17 tidak update 10%
terhadap Isu informasi isu
terkini terkini
Metode
pem.b elajaran Persentase
masin widyaiswara yan
konvensional tida{( yang
6.2 | dan belum 14 18 10%
memanfaatkan
memanfaatkan .
. teknologi dalam
teknologi .
. pembelajaran
pembelajaran
secara optimal
Keterlibatan
praktisi dan Persentase
pemangku .
; kurikulum yang
kepentingan tidak melibatkan
7.1 | bidang hukum 11 23 - 10%
. praktisi dan
masih terbatas
pemangku
dalam .
kepentingan
penyusunan
kurikulum.
Kurikulum lebih
bersifat teoritis Persentase
7.2 . . 14 19 kurikulum yang 15%
dibandingkan tidak aplikatif
aplikatif. P
Persentase SDM
Keterbatasan pengelola kerja
8.1 | SDM pengelola 14 20 sama yang tidak 30%
kerja sama. memiliki
kompetensi
Meningkatnya Indeks Verifikasi dan
Kepuasan dan Kepuasan validasi Persentase
P P 9.1 27 peserta yang tidak 5%
Manfaat Layanan Masyarakat persyaratan sesuai denaan
Pengembangan (IKM) peserta belum g




Kompetensi SDM
Bidang Hukum

terhadap
Layanan
Pengembang
an
Kompetensi
SDM Bidang
Hukum

dilakukan persyaratan
secara ketat. pelatihan
Perubahan
kebijakan atau
. persentase
mekanisme mekanisme
10.1 | layanan tidak 14 21 : 10%
R layanan yang tidak
diikuti dengan
update
pembaruan alur
pelayanan.
Pemanfaatan
. persentase
teknologi layanan yang tidak
11.1 | informasi dalam 14 22 | '@yananyang 15%
memanfaatkan
layanan belum - .
. teknologi informasi
optimal.
Sarana dan Persentase
prasarana layanan sarana
11.2 | pendukung 16 5 dan prasarana 10%
layanan belum yang tidak
memadai. memadai
Minimnya Persentase
pengalaman petugas teknis
teknis petugas yang tidak
12.1 | dalam 2 34 berpengalaman 10%
pengelolaan mengelola
pelatihan pelatihan bidang
Bidang Hukum. hukum
Kondisi sarana Persentase
dan prasarana layanan sarana
13.1 | yang ada sudah 16 6 dan prasarana 10%
tidak memadai yang tidak
atau usang. memadai
Pemeliharaan Persentase
13.2 dan perawatan 16 7 sarana pras.a.rana 10%
sarana dalam kondisi
prasarana kurang baik/rusak




belum dilakukan
secara rutin.

Pengaduan, Persentase
saran, dan pengaduan/saran/
masukan masukan peserta
141 peserta 28 pelatlhan yang 10%
pelatihan yang tidak
tidak ditangani ditindaklanjuti
sesuai standar sesuai standar
waktu layanan waktu layanan
Keterbatasan Persentase SDM
Jumlah dan pengelola layanan
kompetensi pengaduan yang
14.2 | SDM yang 29 belum memiliki 10%
menangani pelatihan/sertifikas
layanan i layanan
pengaduan. pengaduan
Monitoring dan Persentase
evaluasi temuan
emenuhan ketidaklengkapan
151 | P 16 8 | datadukung RKT | 15%
data dukung
. RB pada saat
belum berjalan . .
. reviu/evaluasi
optimal akhir
Meningkatnya Indeks
. Pemahaman
Pelaksanaan Reformasi : .
e . . . unit kerja
Reformasi Birokrasi | Birokrasi
terhadap Persentase
General General ketentuan dan egawai yan
Kementerian Kementerian | 16.1 16 9 p g yang . 20%
Hukum Hukum standar TND tidak memahami
Kementerian standar TND
Hukum masih
terbatas.
Koordinasi antar
unit benaamobu Persentase
171 bengamp 1 koordinasi antar 15%
RB dalam ) .
unit kerja

pelaksanaan




monev belum
optimal

pengampu RB
yang tidak optimal

Penempatan Persentase
anggota Pokja Penempatan
18.1 RB belgm 16 10 anggo.ta pokja RB 15%
berbasis yang tidak
kompetensi dan berbasis
keahlian. kompetensi
Penempatan
SDM pada Persentase
Pokja dalam tim penempatan
i 0]
19.1 RB tidak sesuai 16 11 a_nggota po!qa RB 15%
tidak sesuai
dengan tupoksi
tupoksinya
Konteks MR: Fraud
2 Penetapan
pfaserta lebih Persentase
didasarkan
ada penetapan peserta
Rata-Rata 201 P . 30 pelatihan tidak 0%
pertimbangan .
Penurunan . : . sesuai dengan
. administratif dari
Meningkatnya Indeks kebutuhan
) . pada kebutuhan
Kompetensi SDM Kesenjangan .
. . kompetensi.
Bidang Hukum Kompetensi —
. Koordinasi
SDM Bidang .
antara unit Persentase
Hukum engusul dan koordinasi dengan
20.2 | Pe"9 31 . g 0%
penyelenggara unit pengusul
pelatihan yang tidak efektif
kurang efektif.
Meningkatnya Indeks Perubahan Persent.ase .
Kepuasan .. regulasi dan tarif
Kepuasan dan kebijakan atau . .
Manfaat Layanan Masyarakat regulasi tarif yang tidak sesuai
y (IKM) 211 g 3 33 | dengan 0%
Pengembangan belum segera
. terhadap . . perubahan
Kompetensi SDM disesuaikan .
Layanan kebijakan atau

Bidang Hukum

Pengembang

dalam sistem

regulasi




an dan
Kompetensi pelaksanaan.
SDM Bidang
Hukum
Pengawasan
dan Persentase
pengendalian pengawasan dan
internal pengendalian o
221 terhadap data 14 12 internal data dan 0%
dan dokumen dokumen RB yang
RB belum tidak optimal
optimal.
Meningkatnya Indeks Fokus pada Persentase
Pelaksanaan Reformasi kelengkapan kelengkapan
Reformasi Birokrasi | Birokrasi dokumen dokumen yang
General General 23.1 | dibandingkan 32 | tidak sesuai 0%
Kementerian Kementerian kualitas dengan kualitas
Hukum Hukum pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan. kegiatan
Proses
penunjukan Persentase
pelaksana atau penunjukan
241 | pendukung 1 24 | pelaksana 0%
kegiatan RB kegiatan RB yang
tidak tidak transparan
transparan.
Konteks MR: Keuangan
3 Rata-Rata Kebijakan
Penurunan . .

. nasional/organis Persentase
Meningkatnya Indeks asi terkait efisiensi anggaran
Kompetensi SDM Kesenjangan | 25.1 16 2 35%

. , penghematan untuk program
Bidang Hukum Kompetensi dan refocusing prioritas lainya
SDM Bidang

Hukum

anggaran untuk




program
prioritas lainnya

Indeks
Kepuasan
Meningkatnya Masyarakat Kebijakan
(IKM) L Persentase
Kepuasan dan efisiensi dan .
Manfaat Lavanan terhadap refocusin efisiensi anggaran
y Layanan 26.1 g 16 3 untuk sarana dan 50%
Pengembangan Pengemban anggaran rasarana
Kompetensi SDM g g pemerintah/orga P .
. an L pelatihan
Bidang Hukum . nisasi.
Kompetensi
SDM Bidang
Hukum
Meningkatnya Indeks Kebijakan
Pelaksanaan Reformasi efisiensi dan
Reformasi Birokrasi Birokrasi refocusin Persentase
271 9 16 4 efisiensi anggaran | 35%
General General anggaran )
, . . untuk kegiatan RB
Kementerian Kementerian pemerintah/orga
Hukum Hukum nisasi.

Meningkatnya
Kepuasan dan
Manfaat Layanan
Pengembangan
Kompetensi SDM
Bidang Hukum

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
terhadap
Layanan
Pengembang
an
Kompetensi
SDM Bidang
Hukum

22.1

Pengawasan
dan
pengendalian
internal
terhadap data
dan dokumen
RB belum
optimal.

14

12

Persentase
pengawasan dan
pengendalian
internal data dan
dokumen RB yang
tidak optimal

0%




. Fokus pada Persentase
Meningkatnya Indeks
. kelengkapan kelengkapan
Pelaksanaan Reformasi
Reformasi Birokrasi | Birokrasi dokumen dokumen yang
23.1 dibandingkan 32 tidak sesuai 0%
General General ) .
. . kualitas dengan kualitas
Kementerian Kementerian
pelaksanaan pelaksanaan
Hukum Hukum . .
kegiatan. kegiatan
Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko
Unit Pemilik Risiko: Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Hukum
Periode Penerapan: 2026
Tingk Priorita Toleran Pengendalian | KCI/ Indikator
Kod | Potensi Penyebab | at dan KRI / Indikator Utama . g_ . . Targe Penanggung
e | Risiko Profil S | Risiko St Kode Risiko Pengendalian | = Jawab
. Risiko Risiko (Prv/iRMICr) Rsiko
risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. kegiatan
Prv.17. Penlngkat pengembanga Sekretaris
kapasitas SDM :
1 n kompetensi BPSDM
pengampu RB
. pengampu RB
Koordinasi antar .
unit pengampu RB Persentase koordinasi Menyusun SOP monev
pehgamp antar unit kerja RM.17. | SOP monev . . Sekretaris
17.1 | dalam pelaksanaan 23 1 15% . . RB lintas unit
pengampu RB yang 1 RB lintas unit . BPSDM
monev belum i . . kerja
. tidak optimal kerja
optimal
Menyusun
Crr.17. | jadwal monev | jadwal monev Sekretaris
1 RB secara RB BPSDM
berkala
Kebgakan o Persentase efisiensi Prv 25. Koordlna3|. Rapat Sekretaris
25.1 | nasional/organisasi 16 2 anggaran untuk 35% dengan unit L
. . . 1 . koordinasi BPSDM
terkait program prioritas lainya kerja / satker




penghematan dan
refocusing
anggaran untuk
program prioritas
lainnya

terkait efisiensi
anggaran.

RM.25.

Penetapan
skala prioritas
kegiatan
dalam
dokumen
perencanaan
dan RKA.

Rapat
penetapan
skala prioritas

Crr.25.

Penyesuaian
perencanaan
dan
penganggaran
sesuai
kebijakan
efisiensi yang
ditetapkan.

Revisi
anggaran

Sekretaris
BPSDM

26.1

Kebijakan efisiensi
dan refocusing
anggaran
pemerintah/organis
asi.

16

Persentase efisiensi
anggaran untuk sarana
dan prasarana pelatihan

50%

Prv.26.

Koordinasi
dengan unit
kerja / satker
terkait efisiensi
anggaran.

Rapat
koordinasi

Sekretaris
BPSDM

RM.26.

Penetapan
skala prioritas
kegiatan
dalam
dokumen
perencanaan
dan RKA.

Rapat
penetapan
skala prioritas

Sekretaris
BPSDM

Crr.26.

Penyesuaian
perencanaan
dan
penganggaran
sesuai
kebijakan
efisiensi yang
ditetapkan.

Revisi
anggaran

Sekretaris
BPSDM

271

Kebijakan efisiensi
dan refocusing

16

35%

Prv.27.

Koordinasi
dengan unit

Rapat
koordinasi

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris,
Kepala Pusat
dan Direktur

Poltekpin

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

anggaran kerja / satker
pemerintah/organis terkait efisiensi
asi. anggaran.
Penetapan
skala prioritas
RM.27. kegiatan Rapat
1 dalam penetapan
L dokumen skala prioritas
Persentase efisiensi
anggaran untuk perencanaan
) dan RKA.
kegiatan RB -
Penyesuaian
perencanaan
dan
Crr.27. | penganggaran | Revisi
1 sesuai anggaran
kebijakan
efisiensi yang
ditetapkan.
Nodis
Prv 11, Inventaris pembe.rltlahua
1 sarana dan n kondisi
prasarana sarana dan
prasarana
Sarana dan .
rasarana Persentase layanan Pengawasan kegiatan
11.2 P 16 sarana dan prasarana 10% RM.11. 9 pengawasan
pendukung layanan : . sarana dan
. yang tidak memadai 1 sarana dan
belum memadai. prasarana
prasarana
erencanaan Rencana
P kebutuhan
Crr.11. | pengadaan .
Barang Milik
1 sarana dan
rasarana Negara
P (RKBMN)
Kondisi sarana dan Persentase layanan Prv.13. Inventaris Kartu Identitas
13.1 | prasarana yang ada 16 sarana dan prasarana 10% 1 sarana dan Barang (KIB)
sudah tidak yang tidak memadai prasarana 9

Sekretaris
BPSDM




memadai atau RM.13. | Penghapusan kegiatan
usang. 1 BMN penghapusan
BMN
perencanaan Rencana
Crr.13. | pengadaan kebutuhar)l
Barang Milik
1 sarana dan
rasarana Negara
P (RKBMN)
. Daftar
Inventaris . .
Prv.13. inventaris
sarana dan
2 rasarana Ruangan
P (DIR)
Pemeliharaan dan kegiatan
Perawatan ,
perawatan sarana Persentase sarana RM.13. sarana dan pemeliharaan
13.2 | prasarana belum 16 prasarana dalam kondisi 10% 2 rasarana sarana dan
dilakukan secara kurang baik/rusak P prasarana
rutin. perencanaan Rencana
Crr.13. | pengadaan kebutuhar?l
Barang Milik
2 sarana dan
rasarana Negara
P (RKBMN)
Penyusunan
dan penetapan
slg:itorin dan SOP Monev
Prv.15. . 9 Pemenuhan
Evaluasi
1 Data Dukung
(Monev) RB
Monitoring dan pemenuhan
. Persentase temuan
evaluasi ketidaklengkapan data data dukung
15.1 | pemenuhan data 16 ! gkap 15% RKT RB
dukung RKT RB pada
dukung belum . . . Penyusunan
. . saat reviu/evaluasi akhir . Dokumen
berjalan optimal checklist .
RM.15. checklist
1 standar data emenuhan
dukung RKT Sata dukun
RB 9
Crr 15, Melakukan kegiatan

pendampingan
teknis RB

pendampinga
n

J

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Memanfaatkan
media digital
Prv 16. sebagai Membuat
Pemahaman unit 1 sarana group sosial
kerja terhadap sosialisasi dan | media
ketentuan dan Persentase pegawai berbagi
16.1 | standar TND 16 9 yang tidak memahami 20% dokumen
Kementerian standar TND RM.16 Melaksanakan | kegiatan
Hukum masih 1 " | sosialisasi sosialisasi
terbatas. TND TND
Crr 6. Melakuka.n kegiatan .
1 pendampingan | pendampinga
teknis TND n teknis TND
Melakukan
pemetaan
kompetensi Kegiatan
PN1'18' SDM sebelum | pemetaan
penetapan kompetensi
keanggotaan
Pokja RB
Penempatan. Persentase Melakukan
anggota Pokja RB Penempatan anggota pendampingan | Kegiatan
18.1 | belum berbasis 16 10 . . 15% RM.18. . :
kompetensi dan pokja RB yang tldak- 1 dan coachmg pendampinga
keahlian. berbasis kompetensi anggota pokja | n
RB
Mengusulkan
pergantian
Crr.18. | atau Penggantian
1 penambahan Anggota
anggota Pokja
RB
Menyelaraska
n penetapan
Penempatan SDM anggota Pokja
pada Pokja dalam Persentase penempatan Prv.19. RB der?gar'm Pemetaan .
19.1 tim RB tidak sesuai 16 11 anggota pokja RB tidak 15% 1 tupoksi unit anggota Pokja
dengan tupoksinya sesuai tupoksi kerja dan sesuai tupoksi
jabatan
masing-

masing SDM

J

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




Pembagian

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

peran dan Dokumen
RM.19. | tugas Pokja uraian tugas
1 RB secara pokja sesuai
spesifik sesuai | tupoksi
tupoksi
Penambahan
atau
Crr.19. | penggantian Penggantian
1 anggota Pokja | Anggota
RB dari unit
yang relevan
Menyusun dan
menetapkan
Prv.22. | SOP Dokumen
1 lol P
Pengawasan dan Persentase pengelolaan SO
pengendalian pengawasan dan data dan
22.1 | internal terhadap 14 12 pengendalian internal 0% dokumen RB
data dan dokumen data dan dokumen RB ,
RB belum optimal ang tidak optimal Melakukan Kegiatan
pHmal. yang P RM.22. | validasi ulang | validasi oleh
1 data serta verifikator data
dokumen RB dukung
Pelaksanaan
rapat
koordinasi Koordinasi
Prv.1.1 hybri
Koordinasi antar rv seca'lra ybrid pererlwcanaan
. . . (daring pelatihan
satuan kerja terkait Persentase satuan kerja
. . dan/atau
perencanaan yang tidak terlibat dalam .
1.1 . . 14 13 o 20% luring)
pelatihan Bidang rapat koordinasi .
. Penjadwalan
Hukum belum perencanaan pelatihan rapat
optimal P L Koordinasi
koordinasi
RM.1.1 perencanaan
secara elatihan
periodik dan P

terintegrasi

Sekretaris dan
Kepala Pusat
Pelatihan

Sekretaris dan
Kepala Pusat
Pelatihan




3.1

Keterbatasan
anggaran
pengembangan dan
penyelenggaraan
pelatihan teknis
bidang hukum

14

14

persentase anggaran
pengembangan dan
penyelenggaraan
pelatihan teknis bidang
hukum

50%

Prv.3.1

Menyusun
rencana
pelatihan
teknis Bidang
Hukum ke
dalam
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran
(Renja, RKA,
dan DIPA).

Rencana
pelatihan
teknis Bidang
Hukum

RM.3.1

Melakukan
penyesuaian
Metode
pelaksanaan
Pelatihan

Penyesuaian
metode
pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan dan
Kepala Balai
Diklat

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan dan
Kepala Balai
Diklat

4.1

Data profil
kompetensi SDM
Bidang Hukum
belum mutakhir.

14

15

Persentase profil
kompetensi SDM yang
belum mutakhir

10%

Prv.4.1

Melakukan
pemutakhiran
data profil
kompetensi
SDM secara
berkala

Pemutakhiran
data profil

RM.4.1

Melakukan
pemetaan
kompetensi
SDM secara
bertahap

Pemetaan
kompetensi

Kepala Pusat
Penilaian
Kompetensi

Kepala Pusat
Penilaian
Kompetensi

5.1

Keterbatasan
anggaran
pengembangan
kompetensi untuk
pelatihan JFT
Bidang Hukum.

14

16

persentase anggaran
pengembangan
kompetensi untuk
pelatihan JFT bidang
hukum

50%

Prv.5.1

Menyusun
rencana
pelatihan JFT
Bidang Hukum
ke dalam
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran
(Renja, RKA,
dan DIPA).

Rencana
pelatihan JFT
bidang hukum

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan




RM.5.1

Melakukan
penyesuaian
Metode
pelaksanaan
Pelatihan

Penyesuaian
metode
pelatihan

6.1

Minimnya
pemutakhiran
pengetahuan
terhadap Isu terkini

14

17

Persentase widyaiswara
yang tidak update
informasi isu terkini

10%

Prv.6.1

Menyusun
rencana
pengembanga
n kompetensi
Widyaiswara
secara
periodik yang
memuat topik
isu strategis
dan regulasi
terbaru.

Rencana
pengembanga
n kompetensi
Widyaiswara

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

RM.6.1

Melakukan
reviu dan
pembaruan
materi ajar
secara berkala
agar selaras
dengan isu
dan regulasi
terbaru.

Reviu dan
pembaharuan
materi ajar

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

6.2

Metode
pembelajaran masih
konvensional dan
belum
memanfaatkan
teknologi
pembelajaran
secara optimal

14

18

Persentase widyaiswara
yang tidak
memanfaatkan teknologi
dalam pembelajaran

10%

Prv.6.2

Menyusun
standar
metode
pembelajaran
inovatif yang
mewajibkan
pemanfaatan
teknologi oleh
Widyaiswara.

Metode
pembelajaran
inovatif

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

RM.6.2

Melakukan
evaluasi dan
monitoring
penerapan
teknologi
pembelajaran

evaluasi dan
monitoring
penerapan
teknologi
pembelajaran

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan




secara

berkala.
Melakukan
reviu dan
pembaruan reviu dan
kurikulum
Prv.7.2 pembaharuan
secara berkala .
kurikulum
agar tetap
Kurikulum lebih relevan dan
bersifat teoritis Persentase kurikulum o aplikatif.
7.2 dibandingkan 14 19 yang tidak aplikatif 15% Menyusun
aplikatif. modul
penduku.ng . Modul
RM.7.2 yang aplikatit pendukung
untuk o
melengkapi yang aplikatif
kurikulum yang
masih teoritis
Penugasan
SDM sesuai Pembentukan
Prv.8.1 | kompetensi Tim Pengelola
dan beban Kerjasama
kerja
Keterbatasan SDM Persethsi SP M Pelaksanaan
8.1 | pengelola kerja 14 20 S:rr:giigaak nizfn:iiTa 30% pendidikan Jumlah SDM
sama. kompetensi dan pelatihan yang
RM.8.1 teknis/bimbing | mengikuti
an teknis di pelatihan
bidang bidang
pengelolaan kerjasama
kerja sama
Perubahan g/lce)r;yusun
kebijakan atau . .
mekanisme layanan persentase me.kanlsme Prv.10. pengendalian SOP alur
101 | .. N 14 21 layanan yang tidak 10% perubahan
tidak diikuti dengan update 1 mekanisme pelayanan
pembaruan alur
dan alur

pelayanan.

pelayanan.

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

J




Melakukan

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

o Monitoring
monitoring dan dan evaluasi
RM.10. | evaluasi
penerapan
1 penerapan alur
alur
pelayanan elayanan
terbaru. petay
Meningkatkan
kompetensi .
SDM layanan Kompetensi
. SDM layanan
Prv.11. | melalui .
. pelatihan
1 pelatihan .
teknologi dan
pemanfaatan informasi
Pemanfaatan persentase layanan teknologi
teknologi informasi yang tidak o informasi.
11 dalam layanan 14 22 memanfaatkan teknologi 15% Melaksanakan
belum optimal. informasi monitoring dan
evaluasi Monitoring
RM.11. | pemanfaatan dan evaluasi
1 Tl dalam pemanfaatan
layanan TI
secara
berkala.
Melakukan
evaluasi
Keterlibatan praktisi kurikulum
dan pe.mangkg Persentase kurikulum berbasis . .
kepentingan bidang . : umpan balik Umpan balik
yang tidak melibatkan
7.1 | hukum masih 11 23 - 10% Prv.7.1 | peserta peserta
praktisi dan pemangku . .
terbatas dalam kepentinaan pelatihan pelatihan
penyusunan P 9 sebagai bahan
kurikulum. penyempurnaa
n
berkelanjutan.
Menyusun dan
Proses penunjukan menerapkan Mekanisme
pelaksana atau Persentase penunjukan Prv.24 mekanisme enuuniukan
24.1 | pendukung kegiatan 11 24 pelaksana kegiatan RB 0% 1 " | penunjukan pelaksajna
RB tidak yang tidak transparan pelaksana Ee iatan RB
transparan. kegiatan RB 9

yang terbuka

Sekretaris
BPSDM




dan
terdokumentas
i

Penentuan peserta
pelatihan Bidang

Persentase peserta
pelatihan bidang hukum

Melakukan
verifikasi dan
validasi data

Verifikasi dan

2.1 | Hukum yang tidak 25 | yang tidak sesuai 5% | Prv.2.1 f;izgi V:!i?tsa: data
sesuai kriteria jenis dengan kriteria jenis o P P .
elatihan elatihan kriteria dan pelatihan
P P persyaratan
jenis pelatihan.
Menjadwalkan
Kapasitas kelas S:nmellharaan pemeliharaan
pelatihan yang persentase sarana kelas optimalisasi dan
5.2 | terbatas, baik 26 pelatihan yang tidak 10% Prv.5.2 sgrana kelas optimalisasi
secara luring sesuai standar pelatihan . sarana kelas
; pelatihan agar .
maupun daring. . pelatihan
selalu sesuai
standar.
Verifikasi dan Melaksanakan .
. Persentase peserta . Evaluasi
validasi persyaratan ang tidak sesuai evaluasi eserta
9.1 | peserta belum 27 yang 5% Prv.9.1 | kesesuaian P .
. dengan persyaratan pascappelatih
dilakukan secara . peserta
pelatihan . an
ketat. pascapelatihan
Menyusun dan
Pengaduan, saran, Persentase gce)llleliizgrs]
dan masukan pengaduan/saran/masu enanganan SOP
peserta pelatihan kan peserta pelatihan Prv.14. P g
14.1 . . . 28 . o I 10% pengaduan, penanganan
yang tidak ditangani yang tidak ditindaklanjuti 1 saran. dan engaduan
sesuai standar sesuai standar waktu masul’<an peng
waktu layanan layanan
peserta
pelatihan
Keterbatasan Persentase SDM Mela!kul.(an Monitoring
Jumlah dan pengelola layanan monitoring dan dan evaluasi
. pengaduan yang belum Prv.14. | evaluasi beban .
14.2 | kompetensi SDM 29 memiliki 10% 5 keria SDM beban kerja
yang menangani . e J SDM layanan
pelatihan/sertifikasi layanan
layanan pengaduan. pengaduan
layanan pengaduan pengaduan

J

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Sekretaris
BPSDM

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




secara
berkala.

Mengevaluasi

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

dampak .
elatihan Evaluasi
Penetapan peserta ’?erha da dampak
lebih didasarkan Persentase penetapan enin k:ntan pelatihan
20.1 pada pertimbangan 30 peserta pelatihan tidak 0% Prv.20. Eom gtensi terhadap
' administratif dari sesuai dengan ° 1 eseprta peningkatan
pada kebutuhan kebutuhan P . kompetensi
. sebagai bahan
kompetensi. . peserta
perbaikan .
pelatihan
proses
penetapan.
Melaksanakan
Koordinasi antara Z)F;itjinasi dan Rapat
unit pengusul dan Persentase koordinasi Prv20. | Klarifikasi koordinasi dan
20.2 | penyelenggara 31 dengan unit pengusul 0% 2 ' kebutuhan klasifikasi
pelatihan kurang yang tidak efektif . kebutuhan
. pelatihan .
efektif. pelatihan
sebelum
pelaksanaan.
Fokus pada Melakukan reviu
kelengkapan Persentase reviu Kesesuaian
dokumen kelengkapan dokumen Prv 23 kesesuaian antara
23.1 | dibandingkan 32 yang tidak sesuai 0% 1 " | antara dokumen dan
kualitas dengan kualitas dokumen dan elaksanaan
pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan P ,
i . kegiatan
kegiatan. kegiatan
Perubahan Melakukan
kebijakan atau Persentase regulasi dan f;r:: dnatlauan ;?:aacjr:auan
regulasi tarif belum tarif yang tidak sesuai Prv.21. P P
211 ) . 33 0% perubahan perubahan
segera disesuaikan dengan perubahan 1

dalam sistem dan
pelaksanaan.

kebijakan atau regulasi

kebijakan dan
regulasi tarif
yang berlaku.

kebijakan dan
regulasi tarif

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




121

Minimnya
pengalaman teknis
petugas dalam
pengelolaan
pelatihan Bidang
Hukum.

34

Persentase petugas
teknis yang tidak
berpengalaman
mengelola pelatihan
bidang hukum

10%

Prv.12.

Menyusun dan
menyediakan
panduan/SOP
pengelolaan
pelatihan
Bidang Hukum
yang mudah
dipahami.

SOP
pengelolaan
pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan




Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan:

Langkah 1: Penetapan Tujuan

2026

Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Hukum

No

Strategi/ Program/ Kegiatan

Sasaran
Strategis/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Kode

Potensi Risiko

1

2

3

4

6

Konteks MR: Standar Kinerja

1

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Kompetensi SDM
Bidang Hukum

Rata-Rata Penurunan
Indeks Kesenjangan
Kompetensi SDM Bidang
Hukum

Kurangnya perencanaan
Pelatihan Bidang Hukum
yang efektif

Ketidak sesuaian antara
jenis pelatihan dengan
pekerjaan dan tugas sehari-
hari peserta pelatihan

Keterbatasan jenis pelatihan
teknis SDM Bidang Hukum

Belum terpetakannya Gap
Kompetensi teknis SDM
Bidang Hukum

Keterbatasan jumlah peserta
dalam mengikuti
pengembangan kompetensi
di BPSDM Hukum,
khususnya JFT Bidang
Hukum yang pembinaannya
berada di bawah Kemenkum

Masih rendahnya kualitas
tenaga pengaijar/
Widyaiswara

Kurikulum pelatihan yang
kurang implementatif dengan
isu bidang hukum terkini

Keterlambatan administrasi
dan pelaksanaan kegiatan




kerjasama pengembangan
kompetensi

Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat
Layanan Pengembangan Kompetensi
SDM Bidang Hukum

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Layanan
Pengembangan
Kompetensi SDM Bidang
Hukum

Ketidaksesuaian persyaratan
layanan pengembangan
kompetensi bidang Hukum

10

Ketidakjelasan alur dan
waktu pelayanan
pengembangan kompetensi
bidang Hukum

11

Kurangnya kualitas layanan
yang diterima

12

Kurangnya kompetensi
petugas pengembanga
kompetensi bidang hukum

13

Kurangnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pengembangan
kompetensi bidang hukum

14

layanan pengaduan, saran
dan masukan yang kurang
responsif

Meningkatnya Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi General
Kementerian Hukum

Indeks Reformasi
Birokrasi General
Kementerian Hukum

15

Ketidaklengkapan Dokumen
data dukung RKT RB

16

Ketidaksesuaian data
dukung dengan TND
Kementerian Hukum

17

Kurangnya monitoring dan
evaluasi kegiatan RB secara
berkala

18

Koordinasi antar unit kerja
kurang efektif

19

Ketidak sesuaian
penempatan SDM pada
Pokja RB

20

Keterlambatan penyusunan
dan pengunggahan eviden
RB sesuai jadwal

Konteks MR : Risiko Fraud

2

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Kompetensi SDM
Bidang Hukum

Rata-Rata Penurunan
Indeks Kesenjangan

21

Peserta yang mengikuti
pengembangan kompetensi
teknis bidang hukum tidak




Kompetensi SDM Bidang
Hukum

sesuai dengan kriteria/
persyaratan peserta
pelatihan dimaksud

Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Layanan

Ketidak sesuaian tarif yang

Layanan Pengembangan Kompetensi Pengembangan 22 | telah ditetapkan dengan
SDM Bidang Hukum Kompetensi SDM Bidang biaya yang dibayarkan
Hukum
23 rekayasa data dan Dokumen
data dukung RB
Pelaporan kegiatan RB yang
Meningkatnya Pelaksanaan Indeks Reformasi 24 tidak dilaksanakan
g . . . sepenuhnya hanya untuk
Reformasi Birokrasi General Birokrasi General
. ; pemenuhan data dukung
Kementerian Hukum Kementerian Hukum . .
Konflik kepentingan dalam
o5 penunjukan pelaksana atau
pihak pendukung kegiatan
RB
Konteks MR : Risiko Keuangan
Rata-Rata Penurunan Adanya efisiensi anggaran
. Meningkatnya Kompetensi SDM Indeks Kesenjangan y 99 .
3 | Program Dukungan Manajemen | . . . 26 | pengembangan kompetensi
Bidang Hukum Kompetensi SDM Bidang .
Bidang Hukum
Hukum
Indeks Kepuasan
Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Masyarakat (IKM) Efisiensi anggaran layanan
. | terhadap Layanan sarana dan prasarana
Layanan Pengembangan Kompetensi P b 27 b K .
SDM Bidang Hukum engembangan pengembangan ompetensi
Kompetensi SDM Bidang bidang hukum
Hukum
Meningkatnya Pelaksanaan Indeks Reformasi Efisiensi anggaran
Reformasi Birokrasi General Birokrasi General 28 | pelaksanaan kegiatan RB di
Kementerian Hukum Kementerian Hukum BPSDM Hukum
CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)
Indeks Kepuasan
Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat t'\gfsgg;akf;(ﬁ\g% Ketidak sesuaian tarif yang
1 Program Dukungan Manajemen | Layanan Pengembangan Kompetensi pLay 22 telah ditetapkan dengan

SDM Bidang Hukum

Pengembangan
Kompetensi SDM Bidang
Hukum

biaya yang dibayarkan




Meningkatnya Pelaksanaan

Indeks Reformasi

rekayasa data dan Dokumen

Reformasi Birokrasi General Birokrasi General 23 data dukuna RB
Kementerian Hukum Kementerian Hukum 9
Langkah 2: Identifikasi Risiko
Unit Pemilik Risiko: Badan _Pengembagan Sumber Daya
Manusia Hukum
Periode Penerapan: 2026
Sasaran . . - Potensi Sumber
N . Indikator Kod R Kategori Pemilik Ko
o Strategls{ProgramIK Kinerja e Potensi Risiko Risiko Risiko de Pen.yo.abab (Internal/Ekster
egiatan Risiko nal)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Konteks MR: Standar Kinerja
1 | Meningkatnya Rata-Rata Kurangnya Koordinasi antar
Kompetensi SDM Penurunan perencanaan satuan kerja
Bidang Hukum Indeks Pelatihan Bidang Risiko Kepala terkait
Kesenjangan 1 Hukum yang Oberasional BPSDM 1.1 | perencanaan Internal
Kompetensi efektif P Hukum pelatihan Bidang
SDM Bidang Hukum belum
Hukum optimal
Ketidak sesuaian Penentuan
antara jenis peserta
pelatihan dengan . Kepala pelatihan Bidang
2 | pekerjaandan | NISIKO BPSDM | 2.1 | Hukumyang | mternal dam
X .| Operasional . ; Eksternal
tugas sehari-hari Hukum tidak sesuai
peserta pelatihan kriteria jenis
pelatihan
Keterbatasan Keterbatasan
{:Eﬁspglgwan Risiko Kepala ;a)ggg::sgangan
3 . . BPSDM 3.1 Internal
Bidang Hukum Operasional Hukum dan

penyelenggaraa
n pelatihan




teknis bidang
hukum

Belum Data profil
terpetakannya Risiko Kepala kompetensi
Gap Kompetensi Oberasional BPSDM 4.1 | SDM Bidang Internal
teknis SDM P Hukum Hukum belum
Bidang Hukum mutakhir.
Keterbatasan Keterbatasan
jumlah peserta anggaran
dalam mengikuti pengembangan
pengembangan 5.1 | kompetensi Internal
kompetensi di Kepala untuk pelatihan
BPSDM Hukum, | Risiko P JFT Bidang
, BPSDM
khususnya JFT Operasional Hukum Hukum.
Bidang Hukum Kapasitas kelas
yang pelatihan yang
pembinaannya 5.2 | terbatas, baik Internal
berada di bawah secara luring
Kemenkum maupun daring.
Minimnya
pemutakhiran
6.1 | pengetahuan Internal
terhadap Isu
terkini
Masih rendahnya Kepala Metode
kualitas tenaga Risiko P pembelajaran
) , BPSDM :
pengajar/ Operasional masih
Lo Hukum .
Widyaiswara konvensional
6.2 | dan belum Internal
memanfaatkan
teknologi
pembelajaran
secara optimal
: Keterlibatan
Kurikulum o
) praktisi dan
pelatihan yang Risiko Kepala emanaku
kurang , BPSDM 71 |P 9 Internal
. . Operasional kepentingan
implementatif Hukum .
d : bidang hukum
engan isu

masih terbatas




bidang hukum
terkini

dalam
penyusunan
kurikulum.

Kurikulum lebih
bersifat teoritis

7.2 dibandingkan Internal
aplikatif.
Keterlambatan
administrasi dan
pelaksanaan Risiko Kepala Keterbatasan
8 | kegiatan o : BPSDM 8.1 | SDM pengelola | Internal
d perasional .
kerjasama Hukum kerja sama.
pengembangan
kompetensi
Meningkatnya Indeks Ketidaksesuaian Verifikasi dan
Kepuasan dan Kepuasan persyaratan Kepala validasi
Manfaat Layanan Masyarakat 9 layanan Risiko BPSDM 9.1 persyaratan Internal
Pengembangan (IKM) terhadap pengembangan Operasional H ' peserta belum
. . ukum .
Kompetensi SDM Layanan kompetensi dilakukan secara
Bidang Hukum Pengembangan bidang Hukum ketat.
Kompetensi Ketidakjelasan Perubahan
SDM Bidang alur dan waktu kebijakan atau
Hukum pelayanan Risiko Kepala 10 mekanisme
10 | pengembangan Operasional BPSDM 1 " | layanan tidak Internal
kompetensi Hukum diikuti dengan
bidang Hukum pembaruan alur
pelayanan.
Pemanfaatan
11 teknologi
1 " | informasi dalam | Internal
Kurangnya Risik Kepala Ic?ﬂ?r:’g? belum
11 | kualitas layanan O'S' o /| BPSDM sp Ima. J
yang diterima perasiona Hukum arana dan
11, | prasarana
> pendukung Internal

layanan belum
memadai.




Kurangnya Minimnya
kompetensi pengalaman
petugas Risiko Kepala 12 teknis petugas

12 | pengembanga o ional BPSDM 1 " | dalam Internal
kompetensi perasiona Hukum pengelolaan
bidang hukum pelatihan Bidang

Hukum.
Kondisi sarana
13 dan prasarana
Kurangnya 1 " | yang ada sudah | Internal
kualitas dan tidak memadai
kuantitas sarana Risiko Kepala atau usang.

13 | dan prasarana Operasional BPSDM Pemeliharaan
pengembangan Hukum dan perawatan
kompetensi 13. | sarana Internal
bidang hukum 2 | prasarana belum

dilakukan secara

rutin.

Pengaduan,

saran, dan

masukan

14. | peserta
. Internal
1 pelatihan yang

layanan tidak ditangani
pengaduan, Risiko Kepala sesuai standar

14 | saran dan Operasional BPSDM waktu layanan
masukan yang Hukum Keterbatasan
kurang responsif Jumlah dan

14 kompetensi
2' SDM yang Internal
menangani
layanan
pengaduan.
Meningkatnya Indeks Ketidaklengkapa Monitoring dan
Pelaksanaan Reformasi n Dokumen data Risiko Kepala 15 evaluasi
Reformasi Birokrasi Birokrasi 15 | dukung RKT RB o . BPSDM " | pemenuhan data | Internal
. perasional 1
General Kementerian | General Hukum dukung belum

Hukum

berjalan optimal




Kementerian
Hukum

Ketidaksesuaian
data dukung
dengan TND

Kepala

Pemahaman unit
kerja terhadap
ketentuan dan

16 | Kementerian Risiko . BPSDM 16. standar TND Internal
Operasional 1 .
Hukum Hukum Kementerian
Hukum masih
terbatas.
Kurangnya Koordinasi antar
monitoring dan Kepala unit pengampu
evaluasi kegiatan | Risiko P 17. | RB dalam
17 , BPSDM Internal
RB secara Operasional 1 pelaksanaan
Hukum
berkala monev belum
optimal
Ketidak sesuaian Penempatan
penempatan Kepala anggota Pokja
SDM pada Pokja | Risiko b 18. | RB belum
18 : BPSDM . Internal
RB Operasional 1 berbasis
Hukum .
kompetensi dan
keahlian.
Keterlambatan Penempatan
penyusunan dan Kepala SDM pada Pokja
pengunggahan Risiko P 19. | dalam tim RB
19 . . , BPSDM . ) Internal
eviden RB sesuai | Operasional 1 | tidak sesuai
. Hukum
jadwal dengan
tupoksinya
Konteks MR : Risiko Fraud
2 Penetapan
Peserta yang peserta lebih
mengikuti 20 didasarkan pada
Rata-Rata pengembangan 1 " | pertimbangan Internal
Penurunan kompetensi administratif dari
Meningkatnya Indeks teknis bidang Risiko Kepala pada kebutuhan
Kompetensi SDM Kesenjangan 20 | hukum tidak Fraud BPSDM kompetensi.
Bidang Hukum Kompetensi sesuai dengan Hukum Koordinasi
SDM Bidang kriteria/ antara unit
Hukum persyaratan 20. | pengusul dan
: Internal
peserta pelatihan 2 | penyelenggara
dimaksud pelatihan kurang

efektif.




Meningkatnya Indeks
Perubahan
Kepuasan dan Kepuasan .
. . kebijakan atau
Manfaat Layanan Masyarakat Ketidak sesuaian .
P . regulasi tarif
engembangan (IKM) terhadap tarif yang telah Risiko Kepala 21 | belum segera
Kompetensi SDM Layanan 21 | ditetapkan BPSDM ' . °9 Internal
. . Fraud 1 disesuaikan
Bidang Hukum Pengembangan dengan biaya Hukum .
. . dalam sistem
Kompetensi yang dibayarkan d
: an
SDM Bidang elaksanaan
Hukum P '
Meningkatnya Indeks Pengawasan
Pelaksanaan Reformasi dan
Reformasi Birokrasi Birokrasi rekayasa data Risiko Kepala 29 pengendalian
General Kementerian | General 22 | dan Dokumen Fraud BPSDM 1 " | internal terhadap | Internal
Hukum Kementerian data dukung RB Hukum data dan
Hukum dokumen RB
belum optimal.
Pelaporan
kegiatan RB Fokus pada
. kelengkapan
ﬁiallggsgcrlg:(an Risiko Kepala 23 dokumen
23 BPSDM " | dibandingkan Internal
sepenuhnya Fraud 1 .
Hukum kualitas
hanya untuk
pelaksanaan
pemenuhan data !
dukung kegiatan.
Konflik =
: roses
kepentingan ;
penunjukan
dalam Risiko Kepala 24. | pelaksana atau
24 | penunjukan BPSDM ' Internal
Fraud 1 pendukung
pelaksana atau Hukum .

. kegiatan RB
pihak pendukung tidak transparan
kegiatan RB P '

Konteks MR : Risiko Keuangan
3 | Meningkatnya Rata-Rata Adanya efisiensi Kebijakan
Kompetensi SDM Penurunan anggaran nasional/organis
Bidang Hukum Indeks pengembangan Kepala asi terkait
Kesenjangan o5 kompetensi Risiko BP%DM 25. | penghematan Eksternal
Kompetensi Bidang Hukum Keuangan Hukum 1 | dan refocusing
SDM Bidang anggaran untuk
Hukum program prioritas

lainnya




Meningkatnya Indeks Efisiensi
Kepuasan dan Kepuasan anggaran Kebijakan
Manfaat Layanan Masyarakat layanan sarana L
efisiensi dan
Pengembangan (IKM) terhadap dan prasarana Risiko Kepala 26. | refocusin
Kompetensi SDM Layanan 26 | pengembangan BPSDM ' 9 Eksternal
. , Keuangan 1 | anggaran
Bidang Hukum Pengembangan kompetensi Hukum .
) ) pemerintah/orga
Kompetensi bidang hukum nisasi
SDM Bidang '
Hukum
Meningkatnya Indeks Efisiensi Kebijakan
Pelaksanaan Reformasi anggaran Kepala efisiensi dan
Reformasi Birokrasi Birokrasi pelaksanaan Risiko P 27. | refocusing
; 27 : . BPSDM Eksternal
General Kementerian | General kegiatan RB di Keuangan Hukum 1 | anggaran
Hukum Kementerian BPSDM Hukum pemerintah/orga
Hukum nisasi.
CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)
Meningkatnya Indeks
Kepuasan dan Kepuasan Pengawasan
Manfaat Layanan Masyarakat Ketidak sesuaian dan
Pengembangan (IKM) terhadap tarif yang telah Risiko Kepala 29 pengendalian
Kompetensi SDM Layanan 22 ditetapkan Fraud BPSDM 1 " | internal terhadap | Internal
Bidang Hukum Pengembangan dengan biaya Hukum data dan
Kompetensi yang dibayarkan dokumen RB
1 SDM Bidang belum optimal.
Hukum
Meningkatnya Indeks Fokus pada
Pelaksanaan Reformasi kelengkapan
Reformasi Birokrasi Birokrasi rekayasa data Risiko Kepala 23 dokumen
General Kementerian | General 23 dan Dokumen Fraud BPSDM 1 " | dibandingkan Internal
Hukum Kementerian data dukung RB Hukum kualitas
Hukum pelaksanaan
kegiatan.




Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan:

Langkah 3: Analisis Risiko

Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia

Hukum
2026

Kemungkinan terjadinya Dampak risiko Ting
Kod Potensi Key Risk Indikator (KRI) / Toleransi risiko P kat Profil
e Penyebab Risiko Indikator Risiko Utama Risiko . i . ... | Risi Risiko
Uraian Nilai Uraian | Nilai ko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konteks MR: Standar Kinerja
Koordinasi antar
satuan kerja terkait | Persentase satuan kerja yang
11 pererlwcanaa.m tidak t.erllb.at dalam rapat 20% Kadang terjadi 3 Moderat 3 14 Risiko
pelatihan Bidang koordinasi perencanaan Sedang
Hukum belum pelatihan
optimal
Penentuan peserta
pelatihan Bidang Persentase peserta pelatihan
2.1 | Hukum yang tidak | bidang hukum yang tidak sesuai 5% Jarang terjadi 2 Minor 2
sesuai kriteria jenis | dengan kriteria jenis pelatihan
pelatihan
Keterbatasan
anggaran
persentase anggaran
pengembangan engembangan dan Risiko
31 | dan peng g . 50% Kadang terjadi 3 |Moderat| 3 | 14
penyelenggaraan pelatihan sedang
penyelenggaraan .
. . teknis bidang hukum
pelatihan teknis
bidang hukum
41 Data profil Persentase profil kompetensi 10% Kadang terjadi 3 Moderat 3 14 Risiko

kompetensi SDM

SDM yang belum mutakhir

Sedang




Bidang Hukum
belum mutakhir.

Keterbatasan

anggaran persentase anggaran

pengembangan pengembangan kompetensi - Risiko
51 kompetensi untuk | untuk pelatihan JFT bidang 50% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

pelatihan JFT hukum

Bidang Hukum.

Kapasitas kelas

pelatihan yang persentase sarana kelas
5.2 | terbatas, baik pelatihan yang tidak sesuai 10% Jarang terjadi Minor

secara luring standar pelatihan

maupun daring.

Minimnya

pemutakhiran Persentase widyaiswara yang - Risiko
6.1 pengetahuan tidak update informasi isu terkini 10% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

terhadap Isu terkini

Metode

pembelajaran

masih

konvensional dan Persentase widyaiswara yang Risiko
6.2 | belum tidak memanfaatkan teknologi 10% Kadang terjadi Moderat 14

. Sedang

memanfaatkan dalam pembelajaran

teknologi

pembelajaran

secara optimal

Keterlibatan

praktisi dan

E:;l?:ignl;:n Persentase kurikulum yang tidak
71 melibatkan praktisi dan 10% Jarang terjadi Moderat

bidang hukum
masih terbatas
dalam penyusunan
kurikulum.

pemangku kepentingan




Kurikulum lebih

bersifat teoritis Persentase kurikulum yang tidak 0 - Risiko
7.2 dibandingkan aplikatif 15% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

aplikatif.

Keterbatasan SDM | Persentase SDM pengelola kerja Risiko
8.1 | pengelola kerja sama yang tidak memiliki 30% Kadang terjadi Moderat 14 Sedan

sama. kompetensi 9

Verifikasi dan

lidasi

VZrI:a:;atan Persentase peserta yang tidak
9.1 Eeseyrta belum sesuai dengan persyaratan 5% Jarang terjadi Minor

dilakukan secara pelatihan

ketat.

Perubahan

kebijakan atau

mekanisme persentase mekanisme layanan Risiko

. o -

10.1 I;?:ir:?get:;zi yang tidak update 10% Kadang terjadi Moderat 14 Sedang

pembaruan alur

pelayanan.

Pemanfaatan .

teknologi informasi persentase layanan yang tidak Risiko
11.1 dalam Ig anan memanfaatkan teknologi 15% Kadang terjadi Moderat 14 Sedan

belum ogtimal informasi °

Sarana dan

prasarana Persentase layanan sarana dan
11.2 | pendukung y . . 10% Sering terjadi Moderat

layanan belum prasarana yang tidak memadai

memadai.

Minimnya

[ kni

p:tnugaazrgzlr;:ﬁ nis Persentase petugas teknis yang Tidak Risiko
12.1 pen gelolaan tidak berpengalaman mengelola 10% Jarang terjadi Signifik 2 Sangat

pend pelatihan bidang hukum an Rendah

pelatihan Bidang
Hukum.




Kondisi sarana dan
prasarana yang

Persentase layanan sarana dan

13.1 | ada sudah tidak ) . 10% Sering terjadi Moderat
. prasarana yang tidak memadai
memadai atau
usang.
Pemeliharaan dan
perawatan sarana
13.2 | prasarana belum 10% Sering terjadi Moderat
dilakukan secara Persentase sarana prasarana
rutin. dalam kondisi kurang baik/rusak
Pengaduan, saran,
dan masukan
peserta pelatihan Persentase
14.1 | yang tidak pengaduan/saran/masukan 10% Jarang terjadi Minor
ditangani sesuai peserta pelatihan yang tidak
standar waktu ditindaklanjuti sesuai standar
layanan waktu layanan
Keterbatasan
Jumlah dan
14.2 kompetensi SDM Persentase SDM pengelola 10% Jarang lerjadi Minor
yang menangani layanan pengaduan yang belum
layanan memiliki pelatihan/sertifikasi
pengaduan. layanan pengaduan
Zﬂvzr:jzging dan Persentase temuan
15.1 | pemenuhan data ;eé?i%eggl;zpsaanatdata dukung 15% Sering terjadi Moderat
dukung belum . . .
. . reviu/evaluasi akhir
berjalan optimal
Pemahaman unit
kerja terhadap
ketentuan dan Persentase pegawai yang tidak
16.1 | standar TND memahami standar TND 20% Sering terjadi Moderat
Kementerian

Hukum masih
terbatas.




Koordinasi antar
unit pengampu RB

Persentase koordinasi antar unit

17.1 dalam kerja pengampu RB yang tidak 15% Hampllr p'astl Signifik
pelaksanaan optimal terjadi an
monev belum P
optimal
Penempatan
anggota Pokja RB | Persentase Penempatan

18.1 | belum berbasis anggota pokja RB yang tidak 15% Sering terjadi Moderat
kompetensi dan berbasis kompetensi
keahlian.

Penempatan SDM
ada Pokia dalam Persentase penempatan
19.1 Em RB tidJak sesuai anggota pokja RB tidak sesuai 15% Sering terjadi Moderat
. tupoksi
dengan tupoksinya

Konteks MR: Fraud
Penetapan peserta
lebih didasarkan
pada Persentase penetapan peserta

20.1 | pertimbangan pelatihan tidak sesuai dengan 0% Jarang terjadi Minor
administratif dari kebutuhan
pada kebutuhan
kompetensi.

Koordinasi antara
unit pengusul dan N
20.2 | penyelenggara Pe.rsentase koordlna.3| dengan. 0% Jarang terjadi Minor
. unit pengusul yang tidak efektif
pelatihan kurang
efektif.
Perubahan
kebuakgn a.tau Persentase regulasi dan tarif
regulasi tarif belum . . -
yang tidak sesuai dengan Hampir tidak .

21.1 | segera 0% Minor

perubahan kebijakan atau terjadi

disesuaikan dalam
sistem dan
pelaksanaan.

regulasi




Pengawasan dan
pengendalian

Persentase pengawasan dan

22.1 | internal terhadap pengendalian internal data dan 0% Kadang terjadi Moderat
data dan dokumen | dokumen RB yang tidak optimal
RB belum optimal.
Fokus pada
kelengkapan Persentase kelengkapan
dokumen dokumen yang tidak sesuai
23.1 | dibandingkan . 0% Jarang terjadi Minor
kualitas dengan kualitas pelaksanaan
kegiatan
pelaksanaan
kegiatan.
Proses penunjukan
pelaksana atau Persentase penunjukan
241 | pendukung pelaksana kegiatan RB yang 0% Jarang terjadi Moderat
kegiatan RB tidak | tidak transparan
transparan.
Konteks MR: Keuangan
Kebijakan
nasional/organisasi
terkait
25 1 penghematan dan | Persentase efisie.ns? angg.aran 359 Sering terjad Moderat
refocusing untuk program prioritas lainya
anggaran untuk
program prioritas
lainnya
Kebijakan efisiensi
dan refocusing Persentase efisiensi anggaran
26.1 | anggaran untuk sarana dan prasarana 50% Sering terjadi Moderat
pemerintah/organis | pelatihan
asi.
Kebijakan efisiensi
dan refocusing Persentase efisiensi anggaran
27.1 | anggaran 35% Sering terjadi Moderat

pemerintah/organis
asi.

untuk kegiatan RB

14

Risiko
Sedang




CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

Pengawasan dan
pengendalian Persentase pengawasan dan
22.1 | internal terhadap pengendalian internal data dan 0% Kadang terjadi 3 Moderat 3 14
data dan dokumen | dokumen RB yang tidak optimal
RB belum optimal.

Risiko
Sedang

Fokus pada
kelengkapan Persentase kelengkapan
dokumen dokumen yang tidak sesuai
23.1 | dibandingkan yang 0% Jarang terjadi 2 Minor | 2
. dengan kualitas pelaksanaan
kualitas .
kegiatan
pelaksanaan
kegiatan.
Langkah 4: Evaluasi Risiko
Unit Pemilik Risiko: Badan.Pengembagan Sumber Daya
Manusia Hukum
Periode Penerapan: 2026
. Priori
Sasaran Indikator | Kod | - otensi Tingkatdan | tas | KRI/Indikator | 1o°@
No Strategis/Program/ . Penyebab SN . . .. nsi
. Kinerja e . Profil Risiko Risik Utama Risiko . .
Kegiatan Risiko o Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Konteks MR:
Standar Kinerja
1 Rata-Rata Koordinasi antar
, . Persentase satuan
Meningkatnya Penurunan satuan kerja keria vang tidak
Kompetensi SDM | Indeks 1.1 | terkait 14 13 Ja yang 20%
. . terlibat dalam
Bidang Hukum Kesenjangan perencanaan o
. . rapat koordinasi
Kompetensi pelatihan




SDM Bidang
Hukum

Bidang Hukum perencanaan
belum optimal pelatihan
Penentuan
peserta Persentase
pelatihan peserta pelatihan
2.1 | Bidang Hukum g5 | Didang hukum = 5o
yang tidak yang tidak sesuai
o dengan kriteria
sesuai kriteria L latih
jenis pelatihan Jenis pefatihan
Keterbatasan t
anggaran persentase
anggaran
pengembangan pengembangan
dan
3.1 penyelenggaraa 14 14 dan 50%
N peylatihe?ng penyelenggaraan
C pelatihan teknis
teknis bidang bidana hukum
hukum 9
Data profil
kompZtensi Persentase profil
4.1 | SDM Bidang 14 15 | kompetensiSDM |4,
Hukum belum yang belum
. takhir
mutakhir. mu
Keterbatasan ¢
anggaran persentase
anggaran
pengembangan engembanaan
5.1 | kompetensi 14 16 Eomg etensi?mtuk 50%
untuk pelatihan pelaft)ihan JET
JFT Bidang )
Hukum. bidang hukum
Kapasitas kelas
peIZtihan an persentase sarana
y . 9 kelas pelatihan
5.2 | terbatas, baik 26 10%

secara luring
maupun daring.

yang tidak sesuai
standar pelatihan




Minimnya Persentase
pemutakhiran widyaiswara yang
6.1 | pengetahuan 14 17 tidak update 10%
terhadap Isu informasi isu
terkini terkini
Metode
pem.b elajaran Persentase
masin widyaiswara yan
konvensional tida{( yang
6.2 | dan belum 14 18 10%
memanfaatkan
memanfaatkan .
. teknologi dalam
teknologi .
. pembelajaran
pembelajaran
secara optimal
Keterlibatan
praktisi dan Persentase
pemangku .
; kurikulum yang
kepentingan tidak melibatkan
7.1 | bidang hukum 11 23 - 10%
. praktisi dan
masih terbatas
pemangku
dalam .
kepentingan
penyusunan
kurikulum.
Kurikulum lebih
bersifat teoritis Persentase
7.2 . . 14 19 kurikulum yang 15%
dibandingkan tidak aplikatif
aplikatif. P
Persentase SDM
Keterbatasan pengelola kerja
8.1 | SDM pengelola 14 20 sama yang tidak 30%
kerja sama. memiliki
kompetensi
Meningkatnya Indeks Verifikasi dan
Kepuasan dan Kepuasan validasi Persentase
P P 9.1 27 peserta yang tidak 5%
Manfaat Layanan Masyarakat persyaratan sesuai denaan
Pengembangan (IKM) peserta belum g




Kompetensi SDM
Bidang Hukum

terhadap
Layanan
Pengembang
an
Kompetensi
SDM Bidang
Hukum

dilakukan persyaratan
secara ketat. pelatihan
Perubahan
kebijakan atau
. persentase
mekanisme mekanisme
10.1 | layanan tidak 14 21 : 10%
R layanan yang tidak
diikuti dengan
update
pembaruan alur
pelayanan.
Pemanfaatan
. persentase
teknologi layanan yang tidak
11.1 | informasi dalam 14 22 | '@yananyang 15%
memanfaatkan
layanan belum - .
. teknologi informasi
optimal.
Sarana dan Persentase
prasarana layanan sarana
11.2 | pendukung 16 5 dan prasarana 10%
layanan belum yang tidak
memadai. memadai
Minimnya Persentase
pengalaman petugas teknis
teknis petugas yang tidak
12.1 | dalam 2 34 berpengalaman 10%
pengelolaan mengelola
pelatihan pelatihan bidang
Bidang Hukum. hukum
Kondisi sarana Persentase
dan prasarana layanan sarana
13.1 | yang ada sudah 16 6 dan prasarana 10%
tidak memadai yang tidak
atau usang. memadai
Pemeliharaan Persentase
13.2 dan perawatan 16 7 sarana pras.a.rana 10%
sarana dalam kondisi
prasarana kurang baik/rusak




belum dilakukan
secara rutin.

Pengaduan, Persentase
saran, dan pengaduan/saran/
masukan masukan peserta
141 peserta 28 pelatlhan yang 10%
pelatihan yang tidak
tidak ditangani ditindaklanjuti
sesuai standar sesuai standar
waktu layanan waktu layanan
Keterbatasan Persentase SDM
Jumlah dan pengelola layanan
kompetensi pengaduan yang
14.2 | SDM yang 29 belum memiliki 10%
menangani pelatihan/sertifikas
layanan i layanan
pengaduan. pengaduan
Monitoring dan Persentase
evaluasi temuan
emenuhan ketidaklengkapan
151 | P 16 8 | datadukung RKT | 15%
data dukung
. RB pada saat
belum berjalan . .
. reviu/evaluasi
optimal akhir
Meningkatnya Indeks
. Pemahaman
Pelaksanaan Reformasi : .
e . . . unit kerja
Reformasi Birokrasi | Birokrasi
terhadap Persentase
General General ketentuan dan egawai yan
Kementerian Kementerian | 16.1 16 9 p g yang . 20%
Hukum Hukum standar TND tidak memahami
Kementerian standar TND
Hukum masih
terbatas.
Koordinasi antar
unit benaamobu Persentase
171 bengamp 1 koordinasi antar 15%
RB dalam ) .
unit kerja

pelaksanaan




monev belum
optimal

pengampu RB
yang tidak optimal

Penempatan Persentase
anggota Pokja Penempatan
18.1 RB belgm 16 10 anggo.ta pokja RB 15%
berbasis yang tidak
kompetensi dan berbasis
keahlian. kompetensi
Penempatan
SDM pada Persentase
Pokja dalam tim penempatan
i 0]
19.1 RB tidak sesuai 16 11 a_nggota po!qa RB 15%
tidak sesuai
dengan tupoksi
tupoksinya
Konteks MR: Fraud
2 Penetapan
pfaserta lebih Persentase
didasarkan
ada penetapan peserta
Rata-Rata 201 P . 30 pelatihan tidak 0%
pertimbangan .
Penurunan . : . sesuai dengan
. administratif dari
Meningkatnya Indeks kebutuhan
) . pada kebutuhan
Kompetensi SDM Kesenjangan .
. . kompetensi.
Bidang Hukum Kompetensi —
. Koordinasi
SDM Bidang .
antara unit Persentase
Hukum engusul dan koordinasi dengan
20.2 | Pe"9 31 . g 0%
penyelenggara unit pengusul
pelatihan yang tidak efektif
kurang efektif.
Meningkatnya Indeks Perubahan Persent.ase .
Kepuasan .. regulasi dan tarif
Kepuasan dan kebijakan atau . .
Manfaat Layanan Masyarakat regulasi tarif yang tidak sesuai
y (IKM) 211 g 3 33 | dengan 0%
Pengembangan belum segera
. terhadap . . perubahan
Kompetensi SDM disesuaikan .
Layanan kebijakan atau

Bidang Hukum

Pengembang

dalam sistem

regulasi




an dan
Kompetensi pelaksanaan.
SDM Bidang
Hukum
Pengawasan
dan Persentase
pengendalian pengawasan dan
internal pengendalian o
221 terhadap data 14 12 internal data dan 0%
dan dokumen dokumen RB yang
RB belum tidak optimal
optimal.
Meningkatnya Indeks Fokus pada Persentase
Pelaksanaan Reformasi kelengkapan kelengkapan
Reformasi Birokrasi | Birokrasi dokumen dokumen yang
General General 23.1 | dibandingkan 32 | tidak sesuai 0%
Kementerian Kementerian kualitas dengan kualitas
Hukum Hukum pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan. kegiatan
Proses
penunjukan Persentase
pelaksana atau penunjukan
241 | pendukung 1 24 | pelaksana 0%
kegiatan RB kegiatan RB yang
tidak tidak transparan
transparan.
Konteks MR: Keuangan
3 Rata-Rata Kebijakan
Penurunan . .

. nasional/organis Persentase
Meningkatnya Indeks asi terkait efisiensi anggaran
Kompetensi SDM Kesenjangan | 25.1 16 2 35%

. , penghematan untuk program
Bidang Hukum Kompetensi dan refocusing prioritas lainya
SDM Bidang

Hukum

anggaran untuk




program
prioritas lainnya

Indeks
Kepuasan
Meningkatnya Masyarakat Kebijakan
(IKM) L Persentase
Kepuasan dan efisiensi dan .
Manfaat Lavanan terhadap refocusin efisiensi anggaran
y Layanan 26.1 g 16 3 untuk sarana dan 50%
Pengembangan Pengemban anggaran rasarana
Kompetensi SDM g g pemerintah/orga P .
. an L pelatihan
Bidang Hukum . nisasi.
Kompetensi
SDM Bidang
Hukum
Meningkatnya Indeks Kebijakan
Pelaksanaan Reformasi efisiensi dan
Reformasi Birokrasi Birokrasi refocusin Persentase
271 9 16 4 efisiensi anggaran | 35%
General General anggaran )
, . . untuk kegiatan RB
Kementerian Kementerian pemerintah/orga
Hukum Hukum nisasi.

Meningkatnya
Kepuasan dan
Manfaat Layanan
Pengembangan
Kompetensi SDM
Bidang Hukum

CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
terhadap
Layanan
Pengembang
an
Kompetensi
SDM Bidang
Hukum

22.1

Pengawasan
dan
pengendalian
internal
terhadap data
dan dokumen
RB belum
optimal.

14

12

Persentase
pengawasan dan
pengendalian
internal data dan
dokumen RB yang
tidak optimal

0%




. Fokus pada Persentase
Meningkatnya Indeks
. kelengkapan kelengkapan
Pelaksanaan Reformasi
Reformasi Birokrasi | Birokrasi dokumen dokumen yang
23.1 dibandingkan 32 tidak sesuai 0%
General General ) .
. . kualitas dengan kualitas
Kementerian Kementerian
pelaksanaan pelaksanaan
Hukum Hukum . .
kegiatan. kegiatan
Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko
Unit Pemilik Risiko: Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Hukum
Periode Penerapan: 2026
Tingk Priorita Toleran Pengendalian | KCI/ Indikator
Kod | Potensi Penyebab | at dan KRI / Indikator Utama . g. . . Targe | Penanggung
e | Risiko Profil S | Risiko S! Kode Risiko Pengendalian | Jawab
. Risiko Risiko (Prv/iRMICr) Rsiko
risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. kegiatan
Prv.17. Pemngkat pengembanga Sekretaris
kapasitas SDM A
1 n kompetensi BPSDM
pengampu RB
N pengampu RB
Koordinasi antar _—
unit penaamou RB Persentase koordinasi Menyusun SOP monev
pengamp antar unit kerja RM.17. | SOP monev . . Sekretaris
17.1 | dalam pelaksanaan 23 1 15% . . RB lintas unit
pengampu RB yang 1 RB lintas unit . BPSDM
monev belum . . . kerja
. tidak optimal kerja
optimal
Menyusun
Crr.17. | jadwal monev | jadwal monev Sekretaris
1 RB secara RB BPSDM
berkala
251 | nosonaogarisasi | 16| 2| mggeranamuk | a5% | P25 donganamt | R0 Seketaris
' 9 99 ° 1 9 koordinasi BPSDM

terkait

program prioritas lainya

kerja / satker




penghematan dan
refocusing
anggaran untuk
program prioritas
lainnya

terkait efisiensi
anggaran.

RM.25.

Penetapan
skala prioritas
kegiatan
dalam
dokumen
perencanaan
dan RKA.

Rapat
penetapan
skala prioritas

Crr.25.

Penyesuaian
perencanaan
dan
penganggaran
sesuai
kebijakan
efisiensi yang
ditetapkan.

Revisi
anggaran

Sekretaris
BPSDM

26.1

Kebijakan efisiensi
dan refocusing
anggaran
pemerintah/organis
asi.

16

Persentase efisiensi
anggaran untuk sarana
dan prasarana pelatihan

50%

Prv.26.

Koordinasi
dengan unit
kerja / satker
terkait efisiensi
anggaran.

Rapat
koordinasi

Sekretaris
BPSDM

RM.26.

Penetapan
skala prioritas
kegiatan
dalam
dokumen
perencanaan
dan RKA.

Rapat
penetapan
skala prioritas

Sekretaris
BPSDM

Crr.26.

Penyesuaian
perencanaan
dan
penganggaran
sesuai
kebijakan
efisiensi yang
ditetapkan.

Revisi
anggaran

Sekretaris
BPSDM

271

Kebijakan efisiensi
dan refocusing

16

35%

Prv.27.

Koordinasi
dengan unit

Rapat
koordinasi

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris,
Kepala Pusat
dan Direktur

Poltekpin

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

anggaran kerja / satker
pemerintah/organis terkait efisiensi
asi. anggaran.
Penetapan
skala prioritas
RM.27. kegiatan Rapat
1 dalam penetapan
L dokumen skala prioritas
Persentase efisiensi
anggaran untuk perencanaan
) dan RKA.
kegiatan RB -
Penyesuaian
perencanaan
dan
Crr.27. | penganggaran | Revisi
1 sesuai anggaran
kebijakan
efisiensi yang
ditetapkan.
Nodis
Prv 11, Inventaris pembe.rltlahua
1 sarana dan n kondisi
prasarana sarana dan
prasarana
Sarana dan .
rasarana Persentase layanan Pengawasan kegiatan
11.2 P 16 sarana dan prasarana 10% RM.11. 9 pengawasan
pendukung layanan : . sarana dan
. yang tidak memadai 1 sarana dan
belum memadai. prasarana
prasarana
erencanaan Rencana
P kebutuhan
Crr.11. | pengadaan .
Barang Milik
1 sarana dan
rasarana Negara
P (RKBMN)
Kondisi sarana dan Persentase layanan Prv.13. Inventaris Kartu Identitas
13.1 | prasarana yang ada 16 sarana dan prasarana 10% 1 sarana dan Barang (KIB)
sudah tidak yang tidak memadai prasarana 9

Sekretaris
BPSDM




memadai atau RM.13. | Penghapusan kegiatan
usang. 1 BMN penghapusan
BMN
perencanaan Rencana
Crr.13. | pengadaan kebutuhar)l
Barang Milik
1 sarana dan
rasarana Negara
P (RKBMN)
Prv 13 Inventaris Inventarisir
" | sarana dan BMN melalui
2
prasarana Laser Barcode
Pemeliharaan dan Perawatan keglatgn
RM.13. pemeliharaan
perawatan sarana Persentase sarana sarana dan
. 2 sarana dan
13.2 | prasarana belum 16 prasarana dalam kondisi 10% prasarana
. . prasarana
dilakukan secara kurang baik/rusak
rutin perencanaan Rencana
' kebutuhan
Crr.13. | pengadaan o
Barang Milik
2 sarana dan
rasarana Negara
P (RKBMN)
Penyusunan
dan penetapan
ﬁ/lgr:torin dan SOP Monev
Prv.15. . g Pemenuhan
Evaluasi
1 Data Dukung
(Monev) RB
Monitoring dan pemenuhan
: Persentase temuan
evaluasi ketidaklenakapan data data dukung
15.1 | pemenuhan data 16 ! gkap 15% RKT RB
dukung RKT RB pada
dukung belum . . . Penyusunan
. . saat reviu/evaluasi akhir . Dokumen
berjalan optimal checklist .
RM.15. checklist
1 standar data emenuhan
dukung RKT Sata dukun
RB g
Crr 15, Melakuka.n kegiatan .
1 pendampingan | pendampinga
teknis RB n
Pemahaman unit Persentase pegawai Prv.16 Memanfaatkan | Membuat
16.1 | kerja terhadap 16 yang tidak memahami 20% 1 " | media digital group sosial
ketentuan dan standar TND sebagai media

L R

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




standar TND sarana
Kementerian sosialisasi dan
Hukum masih berbagi
terbatas. dokumen
RM.16. Mellak.san.akan keg.|at.an .
1 sosialisasi sosialisasi
TND TND
Crr16. Melakuka'n kegiatan '
1 pendampingan | pendampinga
teknis TND n teknis TND
Melakukan
pemetaan
kompetensi Kegiatan
Prv1.18. SDM sebelum | pemetaan
penetapan kompetensi
keanggotaan
Pokja RB
Penempatan
. Persentase Melakukan
anggota Pokja RB Penempatan anggota endampingan | Kegiatan
18.1 | belum berbasis 16 10 emp 99 15% | RM.18. | P PIng gaan
: pokja RB yang tidak dan coaching pendampinga
kompetensi dan . . 1 .
. berbasis kompetensi anggota pokja | n
keahlian.
RB
Mengusulkan
pergantian
Crr.18. | atau Penggantian
1 penambahan Anggota
anggota Pokja
RB
Menyelaraska
n penetapan
anggota Pokja
Prv.19 RB dengan Pemetaan
Penempatan SDM -7 | tupoksi unit anggota Pokja
ada Pokja dalam Persentase penempatan 1 kerja dan sesuai tupoksi
191 | P .J | 1e 11 | anggota pokja RB tidak | 15% xerl P
tim RB tidak sesuai . ) jabatan
. sesuai tupoksi .
dengan tupoksinya masing-
masing SDM
RM.1g, | Fembagian Dokumen
peran dan

tugas Pokja

uraian tugas

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM
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RB secara

pokja sesuai

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris dan
Kepala Pusat
Pelatihan

spesifik sesuai | tupoksi
tupoksi
Penambahan
atau
Crr.19. | penggantian Penggantian
1 anggota Pokja | Anggota
RB dari unit
yang relevan
Menyusun dan
menetapkan
Prv.22. | SOP Dokumen
1 lol P
Pengawasan dan Persentase pengelolaan SO
pengendalian pengawasan dan data dan
22.1 | internal terhadap 14 12 pengendalian internal 0% dokumen RB
data dan dokumen data dan dokumen RB .
RB belum optimal ang tidak optimal Melakukan Kegiatan
pHmat. yang P RM.22. | validasi ulang | validasi oleh
1 data serta verifikator data
dokumen RB dukung
Pelaksanaan
rapat
koordinasi Koordinasi
Prv.1.1 hybri
Koordinasi antar rv secz:.\ra ybrid pererlmcanaan
. . . (daring pelatihan
satuan kerja terkait Persentase satuan kerja
. . dan/atau
perencanaan yang tidak terlibat dalam .
1.1 : . 14 13 o 20% luring)
pelatihan Bidang rapat koordinasi -
. Penjadwalan
Hukum belum perencanaan pelatihan rapat
optimal P N Koordinasi
koordinasi
RM.1.1 perencanaan
secara elatihan
periodik dan P
terintegrasi
Keterbatasan Menyusun
persentase anggaran
anggaran rencana Rencana
engembangan dan pengembangan dan elatihan elatihan
3.1 | PeN9 9 14 14 penyelenggaraan 50% Prv.31 | P oo P oo
penyelenggaraan ) . teknis Bidang teknis Bidang
. . pelatihan teknis bidang
pelatihan teknis Hukum ke Hukum
. hukum
bidang hukum dalam

Sekretaris dan
Kepala Pusat
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan dan
Kepala Balai
Diklat




dokumen
perencanaan
dan
penganggaran
(Renja, RKA,
dan DIPA).

RM.3.1

Melakukan
penyesuaian
Metode
pelaksanaan
Pelatihan

Penyesuaian
metode
pelatihan

4.1

Data profil
kompetensi SDM
Bidang Hukum
belum mutakhir.

14

15

Persentase profil
kompetensi SDM yang
belum mutakhir

10%

Prv.4.1

Melakukan
pemutakhiran
data profil
kompetensi
SDM secara
berkala

Pemutakhiran
data profil

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan dan
Kepala Balai
Diklat

RM.4.1

Melakukan
pemetaan
kompetensi
SDM secara
bertahap

Pemetaan
kompetensi

Kepala Pusat
Penilaian
Kompetensi

5.1

Keterbatasan
anggaran
pengembangan
kompetensi untuk
pelatihan JFT
Bidang Hukum.

14

16

persentase anggaran
pengembangan
kompetensi untuk
pelatihan JFT bidang
hukum

50%

Prv.5.1

Menyusun
rencana
pelatihan JFT
Bidang Hukum
ke dalam
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran
(Renja, RKA,
dan DIPA).

Rencana
pelatihan JFT
bidang hukum

Kepala Pusat
Penilaian
Kompetensi

RM.5.1

Melakukan
penyesuaian
Metode
pelaksanaan
Pelatihan

Penyesuaian
metode
pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan




6.1

Minimnya
pemutakhiran
pengetahuan
terhadap Isu terkini

14

17

Persentase widyaiswara
yang tidak update
informasi isu terkini

10%

Prv.6.1

Menyusun
rencana
pengembanga
n kompetensi
Widyaiswara
secara
periodik yang
memuat topik
isu strategis
dan regulasi
terbaru.

Rencana
pengembanga
n kompetensi
Widyaiswara

RM.6.1

Melakukan
reviu dan
pembaruan
materi ajar
secara berkala
agar selaras
dengan isu
dan regulasi
terbaru.

Reviu dan
pembaharuan
materi ajar

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

6.2

Metode
pembelajaran masih
konvensional dan
belum
memanfaatkan
teknologi
pembelajaran
secara optimal

14

18

Persentase widyaiswara
yang tidak
memanfaatkan teknologi
dalam pembelajaran

10%

Prv.6.2

Menyusun
standar
metode
pembelajaran
inovatif yang
mewajibkan
pemanfaatan
teknologi oleh
Widyaiswara.

Metode
pembelajaran
inovatif

RM.6.2

Melakukan
evaluasi dan
monitoring
penerapan
teknologi
pembelajaran
secara
berkala.

evaluasi dan
monitoring
penerapan
teknologi
pembelajaran

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan




Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Sekretaris
BPSDM

Melakukan
reviu dan
pembaruan reviu dan
kurikulum
Prv.7.2 pembaharuan
secara berkala .
kurikulum
agar tetap
Kurikulum lebih relevan dan
bersifat teoritis Persentase kurikulum o aplikatif.
7.2 dibandingkan 14 19 yang tidak aplikatif 15% Menyusun
aplikatif. modul
p::duakl:irlgtif Modul
RM.7.2 | Yand ap pendukung
untuk ang aplikatif
melengkapi yang ap
kurikulum yang
masih teoritis
Penugasan
SDM sesuai Pembentukan
Prv.8.1 | kompetensi Tim Pengelola
dan beban Kerjasama
kerja
Keterbatasan SDM P:;SzT;?:ieSrz I\gama Pelaksanaan
8.1 | pengelola kerja 14 20 pang N ;mi"ki 30% pendidikan Jumlah SDM
sama. iomg otensi dan pelatihan yang
P RM.8.1 teknis/bimbing | mengikuti
| an teknis di pelatihan
bidang bidang
pengelolaan kerjasama
kerja sama
Menyusun
SOP
Perubahan Prv.10. p::\l?::::rlllan SOP alur
kebijakan atau . 1 P . pelayanan
mekanisme layanan persentase mekanisme mekanisme
i 0,
10.1 tidak diikuti dengan 14 21 layanan yang tidak 10% dan alur
update pelayanan.
pembaruan alur Melakukan
pelayanan. . Monitoring
RM.10. | monitoring dan .
. dan evaluasi
1 evaluasi
penerapan

penerapan alur

:
J

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM




Sekretaris
BPSDM

Sekretaris
BPSDM

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

pelayanan alur
terbaru. pelayanan
Meningkatkan
kompetensi .
SDM layanan Kompetensi
. SDM layanan
Prv.11. | melalui .
. pelatihan
1 pelatihan .
teknologi dan
pemanfaatan informasi
Pemanfaatan persentase layanan teknologi
teknologi informasi yang tidak o informasi.
11 dalam layanan 14 22 memanfaatkan teknologi 15% Melaksanakan
belum optimal. informasi monitoring dan
evaluasi Monitoring
RM.11. | pemanfaatan dan evaluasi
1 Tl dalam pemanfaatan
layanan TI
secara
berkala.
Melakukan
evaluasi
Keterlibatan praktisi kurikulum
dan pe.mangkL_J Persentase kurikulum berbasis . .
kepentingan bidang i ) umpan balik Umpan balik
yang tidak melibatkan
7.1 | hukum masih 11 23 - 10% Prv.7.1 | peserta peserta
praktisi dan pemangku . .
terbatas dalam kepentingan pelatihan pelatihan
penyusunan P 9 sebagai bahan
kurikulum. penyempurnaa
n
berkelanjutan.
Menyusun dan
menerapkan
Proses penunjukan meenkl?r?' :Jskn;fl Mekanisme
pelaksana atau Persentase penunjukan Prv.24 pelaksjana enuuniukan
24.1 | pendukung kegiatan 11 24 pelaksana kegiatan RB 0% 1 ' Eegiatan RB gelaksajna
RB tidak yang tidak transparan yang terbuka kegiatan RB

transparan.

dan
terdokumentas
i

Sekretaris
BPSDM




Penentuan peserta
pelatihan Bidang

Persentase peserta
pelatihan bidang hukum

Melakukan
verifikasi dan
validasi data

Verifikasi dan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Sekretaris
BPSDM

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Sekretaris
BPSDM

2.1 | Hukum yang tidak 25 | yang tidak sesuai 5% | Prv.2.1 'toeerizgz VZ';‘::‘;: data
sesuai kriteria jenis dengan kriteria jenis o P P .
elatihan elatihan kriteria dan pelatihan
P P persyaratan
jenis pelatihan.
Menjadwalkan
Kapasitas kelas gznmellharaan pemeliharaan
pelatihan yang persentase sarana kelas optimalisasi dan
5.2 | terbatas, baik 26 pelatihan yang tidak 10% Prv.5.2 szrana kelas optimalisasi
secara luring sesuai standar pelatihan . sarana kelas
; pelatihan agar .
maupun daring. . pelatihan
selalu sesuai
standar.
Verifikasi dan Melaksanakan .
. Persentase peserta . Evaluasi
validasi persyaratan ana tidak sesuai evaluasi eserta
9.1 | peserta belum 27 yang 5% Prv.9.1 | kesesuaian P .
; dengan persyaratan pascappelatih
dilakukan secara . peserta
pelatihan . an
ketat. pascapelatihan
Menyusun dan
Pengaduan, saran, Persentase gg;eliizgrs‘
dan masukan pengaduan/saran/masu enanaanan SopP
peserta pelatihan kan peserta pelatihan Prv.14. P 9
141 . . . 28 i o _— 10% pengaduan, penanganan
yang tidak ditangani yang tidak ditindaklanjuti 1 saran. dan engaduan
sesuai standar sesuai standar waktu masul’<an peng
waktu layanan layanan
peserta
pelatihan
Melakukan
Keterbatasan Persentase SDM monitoring dan Monitoring
Jumlah dan pengelola layanan evaluasi beban dan evaluasi
. pengaduan yang belum Prv.14. | kerja SDM .
14.2 | kompetensi SDM 29 memiliki 10% 5 lavanan beban kerja
yang menangani , e y SDM layanan
pelatihan/sertifikasi pengaduan
layanan pengaduan. pengaduan
layanan pengaduan secara

berkala.

Sekretaris
BPSDM




Mengevaluasi

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan

Sekretaris
BPSDM

dampak .
elatihan Evaluasi
Penetapan peserta ’E)erha da dampak
lebih didasarkan Persentase penetapan enin k:\tan pelatihan
20.1 pada pertimbangan 30 peserta pelatihan tidak 0% Prv.20. Eom gtensi terhadap
' administratif dari sesuai dengan ° 1 eseprta peningkatan
pada kebutuhan kebutuhan P . kompetensi
. sebagai bahan
kompetensi. . peserta
perbaikan .
pelatihan
proses
penetapan.
Melaksanakan
Koordinasi antara L?)F:)?;inasi dan Rapat
unit pengusul dan Persentase koordinasi Prv20. | Klarifikasi koordinasi dan
20.2 | penyelenggara 31 dengan unit pengusul 0% 2 ’ kebutuhan klasifikasi
pelatihan kurang yang tidak efektif . kebutuhan
. pelatihan .
efektif. pelatihan
sebelum
pelaksanaan.
Fokus pada Melakukan reviu
kelengkapan Persentase reviu Kesesuaian
dokumen kelengkapan dokumen Prv 23 kesesuaian antara
23.1 | dibandingkan 32 yang tidak sesuai 0% 1 " | antara dokumen dan
kualitas dengan kualitas dokumen dan elaksanaan
pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan P .
. . kegiatan
kegiatan. kegiatan
Perubahan Melakukan
kebijakan atau Persentase regulasi dan :);r:: dnatauan Zerrr?aadr:auan
regulasi tarif belum tarif yang tidak sesuai Prv.21. P P
211 ) . 33 0% perubahan perubahan
segera disesuaikan dengan perubahan 1 kebiiakan dan | kebiiakan dan
dalam sistem dan kebijakan atau regulasi ) . J .
claksanaan regulasi tarif regulasi tarif
P ' yang berlaku.
Minimnya Menyusun dan
. Persentase petugas .
pengalaman teknis . . menyediakan
teknis yang tidak SOP
petugas dalam Prv.12. | panduan/SOP
121 engelolaan 34 berpengalaman 10% 1 engelolaan pengelolaan
P g. . mengelola pelatihan P g' pelatihan
pelatihan Bidang pelatihan

Hukum.

bidang hukum

Bidang Hukum

Sekretaris
BPSDM

Kepala Pusat
Pengembagan
Pelatihan




yang mudah
dipahami.




